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Dewan Pendidikan daerah memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan di 
tingkat Kabupaten. Tujuan penelitian meliputi (1) mendeskripsikan program yang 
direncanakan oleh Dewan Pendidikan, (2) pelaksanaan program Dewan 
Pendidikan, (3) mengidentifikasi faktor penunjang maupun penghambat program 
Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Karanganyar bulan 
Januari - Juni Tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 
dilakukan di Kantor Dewan Pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Karanganyar bulan April – Juli 2016. Subjek yaitu Ketua 
Dewan Pendidikan. Informan yaitu Sekretaris dan staff bagian perencanaan Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan teknik 
ketekunan pengamatan. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif 
pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian disimpulkan (1) mendeskripsikan program yang 
direncanakan oleh Dewan Pendidikan meliputi : Pendampingan Penyelenggaraan 
Pendidikan, Penguatan hubungan Kelembagaan Dewan Pendidikan dengan Pihak 
yang berkepentingan, Monitoring ujian Nasional dan PPDB. (2) pelaksanaan 
program yang sukses dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan,sehingga menghasilkan 
rekomendasi diantaranya rekomendasi pembentukan Dinas Cabang Pendidikan 
bagi SMA /SMK di tingkat Kabupaten, pengaktifan kembali koordinator Forum 
Komite Sekolah tingkat kecamatan, penegasan Pemberian sanksi bagi Pelaksana 
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang melanggar peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. (3) Faktor penunjang keberhasilan program meliputi : Kekompakan 
anggota, profesionalisme anggota,adanya dukungan anggaran dari APBD. Faktor  
penghambat program yaitu : Keterbatasan Anggota hanya 11 orang,ruang lingkup 
yang luas se- Kabupaten Karanganyar, menyulitkan pemantauan mutu pendidikan. 
 




The Implementation of Board Education to Improve the 
Education in District Karanganyar 
Abstract 
Mulyono 
Regional Educational Board has a purpose to improve the education in 
District level. The aims of this research are (1) to describe the program planned by 
Board of Education, (2) to describe the implementation of the Board of Education 
program, (3) to identify the supporting and inhibiting factors of the Board of 
Education program to improve the education in District Karanganyar in January 
until June 2016. 
This research used qualitative descriptive approach. This research 
conducted in Board of Education Office and Board of Education of Youth and Sport 
in District Karanganyar was held in April until July 2016. The subject of this 
research was the Chairman of Education Board. The informants were the Secretary 
and the Staffs of Planning Department of Board of Education of Youth and Sport. 
Technique of collecting data applied observation, interview, and document. 
Technique of data validity used perseverance observation. Technique of data 
analysis employed interactive method of data collection, data reduction, data 
display, and conclusion. 
The results of this research can concluded that: (1) to describe the programs 
planned by Board of Education, namely: Mentoring education provision; 
Strengthening institutional relationships board of education; Monitoring of 
National Examination and New Student Registration (PPDB), (2) the success of 
program implementation  conducted by Board of Education results any 
recommendations, namely recommendation of the establishment of Branch Offices 
of Education for SMA/SMK in District, the reactivation of coordinator of school 
committee forum in District, the affirmation of punishment for the executors of  
PPDB who break the applied rules. The supporting factors of this success include: 
the togetherness of the members of Education Board; professional members; the 
budget of APBD for each program; support given by District Government. 
Meanwhile, the inhibiting factors are: Wider scope of District Karanganyar 
complicating the monitoring of educational quality in each District.   
 














لمجلس التعليم هدف لتعزيز التعليم على مستوى المنطقة. من غرض  
) تنفيذ برنامج 2التعليم، ( ) وصف البرنامج المخطط من قبل مجلس1البحث (
) تحديد العوامل الداعمة أو إعاقة برنامج مجلس التربية 3مجلس التربية والتعليم (
 .6102والتعليم في دفع عجلة التعليم في منطقة كرانج أنيار في يناير حتى يونيو 
 
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي. وقد أجريت الدراسة في  
تربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم والشباب والرياضة في كرانج مكتب مجلس ال
. الموضوع هو رئيس مجلس التربية والتعليم. 6102يوليو. -أنيار من شهر أبريل.
ومن المخبرين سكريتير وموظفي وزارة التخطيط في التعليم والشباب والرياضة. 
في وجمع البيانات. استخدم استخدم الباحث أسلوب الملاحظة والمقابلات والوثائق 
الباحث المراقبة المستمرة في أصالة البيانات. وقد تم تحليل البيانات باستخدام 
 الأساليب التفاعلية لجمع البيانات، والحد، وعرض البيانات، والاستنتاج.
 
مراقبة تنفيذ التعليم، تعزيز العلاقة الؤسسية مجلس ) 1الاستنتاج النهائي (
) تنفيذ BDPP(الامتحانات الوطنية وتسجيلالطلاب الجدود  التعليم، مر اقبة
برنامج ناجح تنفيذها من قبل مجلس التعليم، وذلك لإنتاج التوصيات بما في ذلك 
على مستوى  KMS / AMSالتوصيات تشكيل وزارة من فروع التربية ل
المنطقة. منسق تنشيط لجنة المنتدى المدرسة على مستوى دون المنطقة تأكيد 
) في انتهاك للقواعد BDPPاء العقوبات لتنفيذ عملية تسجيل الطلاب الجدد (إعط
واللوائح. بدعم من عوامل دعم نجاح البرنامج تشمل: اتفاق أعضاء مجلس التربية 
والتعليم. الكفاءة المهنية للأعضاء والعمل؛ ميزانيتها من الميزانية لكل برنامج. 
دية. في حين أن البرنامج العوامل المثبطة، بدعم من حكومة إقليم المادية وغير الما
شخصا، ونطاق واسع  11وهي: عضو مجلس التربية والتعليم يقتصر على مجرد 
 يشمل منطقة كرانج أنيار كلها ، مما يعقد رصد نوعية التعليم في كل أنحاء المنطقة. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu permasalahan pendidikan yang disorot dan erat kaitanya 
dengan peningkatan mutu pendidikan adalah manajemen atau pengelolaan 
pendidikan atau tiga faktor manajemen pendidikan penyelenggaraan 
pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production Funtion 
atau lebih dikenal dengan pendekatan input output analisis pendekatan ini 
melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang 
apabila dipenuhi semua input atau masukan yang diperlukan dalam kegiatan 
produksi tersebut maka lembaga ini akan menghasilkan output yang 
dikehendaki pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan 
seperti pelatihan guru pengadaan buku dan alat pelajaran dan perbaikan sarana 
serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi makalah mutu pendidikan atau 
output secara otomatis akan meningkat (Suparlan, Tumenggung , Meirawan, 
2012:4).  
Pelaksanaan pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratik 
sentralistik sehingga menempatkan sekolah Sebagai penyelenggara pendidikan 
sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat 
panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan 
kondisi sekolah setempat dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, 
motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya 




nasional. Peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam 
penyelenggaraan pendidikan selama ini minim partisipasi masyarakat selama 
ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input atau dana buka pada 
proses pendidikan atau pengambilan keputusan Monitoring evaluasi dan 
akuntabilitas berkaitan dengan akuntabilitas sekolah tidak mempunyai beban 
untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada 
masyarakat khususnya orang tua siswa sebagai salah satu unsur utama yang 
berkepentingan dengan pendidikan atau stakeholder (Haryadi, Meirawan, 
Rahadi, 2012: 34). 
Berdasarkan bukti-bukti lemahnya bola manajemen pendidikan nasional 
tersebut maka sebagai konsekuensi logis bagaimana pendidikan adalah perlu 
dilakukannya penyesuaian diri menuju pola baru manajemen pendidikan masa 
depan yang lebih bernuansa ekonomi otonomi dan yang lebih demokratis. 
Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen dari yang lama menuju yang baru 
antara lain koordinasi menjadi otonomi pengambilan keputusan terpusat 
menjadi pengambilan keputusan. Partisipasi ruang gerak kaku menjadi ruang 
gerak lurus pendekatan birokratis menjadi pendekatan profesional sentralistik 
menjadi desentralistik diatur menjadi motivasi diri over regulasi menjadi 
deregulasi mengontrol menjadi mempengaruhi mengarahkan menjadi 
memfasilitasi menghindari resiko menjadi mengelola resiko menggunakan 
uang semuanya menjadi menggunakan uang secara efisien informasi terbaru 
menjadi informasi terbagi,( Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah, 2003: 9) 
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Dari pola manajemen pendidikan dengan pola baru tersebut keterlibatan 
orang tua siswa dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan 
(Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Ontario Kanada). Untuk memantapkan 
dan mengembangkan tradisi tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang 
dikenal dengan nama dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten atau 
kota (Kepmendiknas nomor 044/U/2002), tanggal 2 April 2002 dan di tingkat 
nasional dan provinsi pasal 56 ayat 2 undang-undang nomor 20 tahun 2003 
tentang sistem pendidikan nasional. Kelahiran undang-undang nomor 22 1999 
tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 1999 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta perangkat PP 
yang berkaitan telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem 
pendidikan hal ini akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam 
pengelolaan pendidikan dan berlaku juga pada penentuan stakeholder di 
dalamnya jika masa lalu stakeholder pendidikan itu sepenuhnya ada ditangan 
aparat pusat maka pada era ekonomi pendidikan maka peran stakeholder itu 
akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan salah satu model 
pengelolaan pendidikan yang digagas dewan pendidikan. 
Kementerian Pendidikan Nasional yang disebut manajemen berbasis 
sekolah (MBS) merupakan salah satu model pendidikan yang berbasis pada 
otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah 
kebijakan serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing keberhasilan 
dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian 
manajemen pendidikan pada tingkatan kabupaten/kota. MBS sebenarnya 
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merupakan jawaban atas tantangan pendidikan kita di masa depan tentang 
program pembangunan nasional (Propenas) khususnya bab 7 pembangunan 
pendidikan digambarkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia mengalami 
tantangan yang besar diantaranya sejalan dengan diberlakukannya otonomi 
daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan 
penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses bidikan yang lebih demokratis 
memperhatikan keberagaman kebutuhan keadaan daerah dan peserta didik serta 
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan 
nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistik sehingga kurang 
mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan 
pendidikan manajemen tersebut telah menyebabkan terjadinya kebijakan yang 
seragam yang tidak dapat mengakomodasi dari keragaman atau kepentingan 
daerah sekolah peserta didik serta cenderung mematikan partisipasi masyarakat 
dalam proses pendidikan (UU No 25 Tahun 2000). 
Otonomi pendidikan di tingkat sekolah merupakan  satu bentuk otonomi  
yang langsung dilaksanakan oleh sekolah sebagai ujung tombak pendidikan di 
tengah masyarakat. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor cabang dinas 
pendidikan kecamatan sebagai pelaksana otonomi di tingkat daerah idealnya 
berperan sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan 
dan penilaian. Sedangkan sekolah harus diberikan peran nyata dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  Hal ini disebabkan karena proses 
interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang 
sebenarnya (Suparlan, Tumenggung , Meirawan, 2012:4). 
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Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini beranggapan bahwa 
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai dengan 
demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan, di mana masyarakat 
sebagai stakeholder berperan penuh, terwakili dalam bentuk lembaga bernama 
Dewan Pendidikan. Pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota 
dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan ini merupakan amanat dari 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Propenas) 2000-2004 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang 
Dewan Pendidikan. Dan disempurnakan dengan PP No 17 tahun 2010, serta PP 
no 66 tahun 2010. 
Dalam Kepmendiknas beserta PP tersebut disebutkan peran Dewan 
Pendidikan sangatlah besar diantaranya sebagai pemberi pertimbangan, 
pendukung kegiatan layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan 
pendidikan serta sebagai mediator atau penghubung, pengait tali komunikasi 
antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga Dewan Pendidikan harus 
bekerja keras agar tercapai apa yang diharapkan. 
Dengan tugas dan peran yang demikian besar, tidak heran jika kemudian 
masyarakat memiliki pengharapan yang sangat besar terhadap keberadaan 
Dewan Pendidikan.  Apalagi selama ini masyarakat merasa tidak mampu 
mengartikulasikan kepentingan mereka di bidang pendidikan kepada 
pemerintah baik pusat maaupun daerah melalui Dinas Pendidikan Nasional. 
Oleh sebab itu kehadiran  Dewan Pendidikan dianggap solusi terbaik. 
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Di karanganyar dalam rangka memajukan pendidikan, banyak peran 
dari berbagai stake holder, salah satunya Dewan Pendidikan. Dewan 
Pendidikan Kab. Karanganyar ber Surat Keputusan (SK) Bupati. Pada tahun 
2013 dan 2014 peran Dewan Pendidikan Kab. Karanganyar seperti Vakum, 
walaupun ada kegiatan tetapi kurang tersentuh ke lapisan masyarakat, hal ini 
dikarenakan salah satunya kepengurusan Dewan Pendidikan sudah berakhir 
tahun 2012 dari periode 2008-2012 dan belum diperbaharui, hanya 
diperpanjang, karena saat 2013,2014 awal pergantian Pemimpin pemerintahan 
Kab. Karanganyar. Dan di tahun 2015  Dewan Pendidikan mulai dibangkitkan 
kembali, diikutkan dalam berbagai kegiatan pendidikan baik perencanaan yang 
berkaitan dengan pendidikan maupun seminar – seminar pendidikan 
(wawancara Ketua DP). 
Sebagai satu wujud dari visi Kab Karanganyar “Bersama Memajukan 
Karanganyar” dalam hal ini umat Islam tidak hanya mengurusi pada pendidikan 
Islam saja tetapi juga  pada kepentingan pendidikan pada umumnya karena 
merupakan tanggung jawab bersama, juga sebagai wujud dari usaha umat dalam 
memajukan pendidikan, seperti termuat dalam Al Qur’an Surat Ar Ra’ad ayat 
11 berikut (Depag RI, 1995: 250): 
 َِّنإ ه َّللّٱ  هدا هرهأ ٓاهِذإ هو ۡۗۡمِهُِسفنه ِأب ا هم ْاوُِر يهُغي ٰىَّت هح ٍمۡوهِقب ا هم ُِر يهُغي هلَ ُ َّللّٱ 
 ُههل َّد هر هم هلَهف اٗءٓوُس ٖمۡوهقِب ۥ  ن ِ م مُههل ا هم هوِۦِهنُود  ٍلا هو نِم١١  
Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 




Ayat di atas bisa menjadi driving force bagi pengambil kebijakan dewan 
pendidikan melakukan perubahan menuju perbaikan mutu pendidikan di 
Kabupaten Karanganyar, terutama bagi yang beragama Islam. Hal ini perlu 
dilakukan agar eksistensi umat islam tetap terdepan dalam memajukan 
pendidikan di Kab. Karanganyar, mengingat jumlah pemeluk agama Islam di 
Kab. Karanganyar 774.020 dari jumlah pemeluk agama keseluruhan yang 
berjumlah 811.459 (Bapedda 2014). 
Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Program Dewan 
Pendidikan tahun 2016 bulan Januari – Juni, dimaksudkan juga agar 
berdasarkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi dari pelaksanaan program 
Dewan Pendidikan yang telah dijalankan, agar kedepannya menjadi lebih baik 
lagi. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah: 
1. Apa program Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di 
Kabupaten Karanganyar bulan Januari – Juni Tahun 2016? 
2. Bagaimana pelaksanaan program Dewan Pendidikan dalam memajukan 
pendidikan di Kabupaten Karanganyar bulan Januari – Juni Tahun 2016? 
3. Faktor apa saja yang menunjang maupun menghambat program Dewan 
pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Karanganyar bulan 




C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Mendeskripsikan berbagai program yang dilaksanakan oleh Dewan 
Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Karanganyar bulan 
Januari – Juni Tahun 2016. 
2. Menjelaskan berjalannya program Dewan Pendidikan dalam memajukan 
pendidikan di Kabupaten Karanganyar bulan Januari – Juni Tahun 2016. 
3. Mengidentifikasi berbagai faktor mampu menunjang maupun menghambat 
program Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten 
Karanganyar bulan Januari – Juni Tahun 2016. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemikiran untuk 
memperkaya khasanah keilmuwan khususnya dalam bidang 
pendidikan di kabupaten karanganyar. 
b. Penelitian diharapkan mewakili sumbangan pemikiran dalam 
pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Karanganyar 
untuk tahun berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis. 
b. Sebagai bahan informasi dan referensi dari berbagai pihak, khususnya 
para pemangku kebijakan pendidikan, masyarakat dan pemerintah. 
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c. Bagi Dewan Pendidikan, akan lebih membangkitkan semangat dalam 
bekerja guna meningkatkan mutu pendidikan, diharapkan agar hasil 






A. Teori yang Relevan 
1. Dewan Pendidikan 
a. Pengertian Dewan Pendidikan 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang 
Dewan Pendidikan Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, PP no 17 
tahun 2010 yang disempurnakan dengan PP no 66 Tahun 2010 
dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang 
beranggotakan berbagai unsur masyarakat, yang mewadahi peran serta 
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan 
efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dewan Pendidikan 
tersebut berkedudukan di kabupaten/kota, tidak mempunyai hubungan 
hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah, jadi bersifat mandiri 
walaupun dana operasionalnya berasal dari APBD. 
b. Tujuan Dewan Pendidikan 
Tujuan didirikannya Dewan Pendidikan yang tertera dalam 
Kepmen Tentang Dewan Pendidikan Nomor 044/U/2002 tanggal 2 
April 2002, PP no 17 tahun 2010 yang disempurnakan dengan PP no 66 
Tahun 2010 adalah untuk : 
1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 
dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; 
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2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; 
3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 
demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 
bermutu. 
c. Peran dan Tugas Dewan Pendidikan 
Adapun peran Dewan Pendidikan menurut Kepmen Tentang 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 044/U/2002, PP no 17 
tahun 2010 yang disempurnakan dengan PP no 66 Tahun 2010 adalah 
sebagai: 
1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan; 
2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, 
pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; 
3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; 
4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.  
Dan Tugas Dewan Pendidikan meliputi: 
1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 
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2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), 
pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu; 
3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 
4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 
pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dan program 
pendidikan, kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, kriteria 
tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan 
pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang 
terkait dengan pendidikan; 
5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam 
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 
pendidikan; 
6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 
d. Keanggotaan dan Pembentukan Dewan Pendidikan 
Jumlah keanggotaan Dewan Pendidikan 11 (sebelas) orang dan 
jumlahnya gasal yang terdiri atas unsur masyarakat dan unsur 
birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan, tokoh masyarakat, 
tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar 
sekolah, madrasah, pesantren), dunia usaha/industri/asosiasi profesi, 
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organisasi profesi tenaga pendidikan, Komite Sekolah. Sedangkan unsur 
birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan 
Pendidikan  maksimal 4-5 orang (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, 2003: 18). 
Dewan Pendidikan ini merupakan mitra pemerintah 
Kabupaten/Kota. Adapun pembentukan Dewan Pendidikan menganut 
prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis. Untuk 
pembentukan Dewan Pendidikan Bupati/Walikota dan/atau masyarakat 
membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan 
dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, dunia usaha dan industri).  Panitia Persiapan dinyatakan 
bubar setelah Bupati/Walikota menetapkan Dewan Pendidikan. Dewan 
Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan 
Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Adapun 
tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, 
DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat 
koordinatif (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003: 
21). 
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peran dan Tugas Organisasi 
Banyak pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas peran dan tugas organisasi. peran adalah 
pemahaman mengenai keselarasan atau integrasi antara kebutuhan-
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kebutuhan individu dengan tujuan atau misi organisasi (Thoha, 1983:80). 
Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 
Sedangkan pengertian tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang 
ditentukan untuk dilakukan (KBBI). Jadi peran dan tugas dalam penelitian 
ini mengandung pengertian sesuatu yang harus dikerjakan oleh Dewan 
Pendidikan sesuai dengan tujuan dan misi  organisasi. Empat faktor yang 
berpengaruh terhadap efektifitas peran dan tugas suatu organisasi Steers 
(1985) adalah sebagai berikut : 
a. Karakteristik Organisasi 
Karakteristik organisasi terdiri atas struktur dan teknologi. 
Struktur dapat diartikan cara bagaimana orang-orang dikelompokkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah 
input menjadi output organisasi. Teknologi dapat memiliki berbagai 
bentuk, termasuk variasi-variasi dalam  proses mekanisme yang 
digunakan dalam mencapai tujuan, dan variasi dalam pengetahuan 
teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.  
Salah satu aspek  struktur organisasi yang terpenting faktor 
luasnya desentralisasi atau kewenangan yang diberikan kepada 
organisasi dan para anggota organisasinya untuk mengambil keputusan 
strategis terkait pelaksanaan peran dan tugasnya. Faktor lain adalah 
spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi personilnya untuk 
mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak 
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mengekang daya inovasi. Faktor formalisasi berhubungan dengan 
tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang selalu berubah. 
Semakin formal suatu organisasi, semakin sulit organisasi tersebut 
beradaptasi terhadap lingkungan. Hal tersebut berpengaruh terhadap 
efektivitas organisasi, karena faktor tersebut menyangkut para anggota 
yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika 
mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggungjawab yang lebih 
besar dan mengandung lebih banyak variasi, jika peraturan dan 
ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin (Owens, 1995: 8) 
b. Karakteristik Lingkungan 
Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek, yaitu internal 
dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, 
yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai 
hubungan dengan segi-segi dan efektivitas, khususnya atribut yang 
diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan 
yang timbul dari luar batas organisasi, yang mempengaruhi keputusan 
serta tindakan di dalam organisasi. 
c. Karakteristik Anggota 
Karakteristik anggota organisasi terkait dengan peranan 
perbedaan individu para anggota dalam hubungannya dengan 
efektivitas. Para individu anggota mempunyai latarbelakang sosial, 
ekonomi, budaya, pendidikan, motivasi dan kemampuan yang berbeda-
beda. Variasi sifat anggota inilah yang menyebabkan perilaku orang 
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berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh 
langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa 
keterikatan terhadap organisasi dan komitmen individu. Peranan tingkah 
laku dalam efektivitas organisasi harus memenuhi dua persyaratan 
(Steers 1985:135),  sebagai berikut: 
1) Setiap organisasi harus mampu menjaga semangat kerja dan 
kekompakan tim, dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai 
dengan kontribusi individu. yang relevan bagi pemuasan kebutuhan 
individu. 
2) Organisasi harus dapat memberikan kesempatan kepada setiap 
anggota tim untuk berperan dan berkarya, serta melaksanakan tugas 
khusus yang menjadi tanggung jawab  utama.  
d. Karakteristik Praktik Manajemen       
Manajer atau pimpinan suatu organisasi memiliki peranan 
sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, 
koordinasi, dan memperlancar kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. 
Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa 
anggotanya ke arah tujuan yang diinginkan. Harus dipahami bahwa 
kebijakan tidak berarti harus ditulis (Amstrong, 1995:49). Intinya 
manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan, 
kemudian melaksanakannya melalui orang-orang (Amstrong, 1995:14). 
Definisi ini menekankan bahwa orang-orang di dalam organisasi 
merupakan sumber daya yang terpenting. Dari faktor praktik 
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manajemen ini, dapat diidentifikasikan sedikitnya enam variabel yang 
menyumbang pada efektivitas, yaitu  
1) penyusunan tujuan strategis; 
2) pencarian dan pemanfaatan sumber daya; 
3) menciptakan lingkungan prestasi; 
4) proses komunikasi; 
5) kepemimpinan dan pengambilan keputusan; 
6) inovasi dan adaptasi. 
Selain faktor faktor tersebut yang mempengaruhi efektifitas peran 
dan tugas suatu organisasi adalah faktor politik dan faktor organisasional 
(Robbins, 1996:76). 
a. Faktor Politik 
Faktor politik yang mempengaruhi peran sebuah organisasi 
adalah penerapan good governance dan civil society, yang dapat 
didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan kepemerintahan yang 
bersih, transparan, akuntabel, dan dilaksanakan tanpa kekerasan dan 
sesuai dengan konstitusi yang ada. 
1) Penerapan good governance 
Berkaitan dengan good governance, orientasi pembangunan 
sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, di mana 
pengertian dasarnya adalah kepemerintahan yang baik. Kondisi ini 
berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan 
18 
 
prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik 
maupun administratif (Mardiasmo 2002:18). Tujuan reformasi 
seperti tahun 1998 untuk penguatan peran masyarakat dengan 
penerapan demokrasi rakyat tidak akan tercapai jika tidak didukung 
oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
2) Penerapan civil society 
Pengembangan masyarakat yang mandiri dan berdikari 
memerlukan ruang publik di mana setiap warga negara bisa secara 
bebas dan mandiri mengemukakan pendapatnya mengenai masalah-
masalah kemasyarakatan. Mereka juga memiliki ruang yang 
memadai untuk memanfaatkan potensinya dalam pemenuhan 
kebutuhan hidupnya. Sayangnya ruang publik yang semacam itu 
sejauh ini amat terbatas. Hampir semua ruang publik di mana 
masalah-masalah kemasyarakatan berkembang selalu tidak pemah 
lepas dari intervensi negara dan pemerintah. Pemerintah bahkan 
sering kali bertindak sangat jauh dan berusaha melakukan intervensi 
pada hal-hal yang sebenamya merupakan bagian dari private life 
warganya. Bahkan, sering kali menjadi amat sulit untuk 
membedakan antara public dan private life. Konsep masyarakat sipil 
ini sesungguhnya bermuara pada tiga syarat pokok suatu  
pemerintahan (Mas'oed, 1997) yaitu: 
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a) Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu 
dan kelompok di masyarakat dan tidak melibatkan penggunaan 
daya paksa; 
b) Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga 
negara dalam kebijakan publik; 
c) Kebebasan sipil dan politik dalam keseluruhan proses sosial dan 
kenegaraan yang ada. 
Jadi, dalam masyarakat sipil, hubungan antara masyarakat 
dan negara atau pemerintah terjalin secara harmonis dengan prinsip-
prinsip demokrasi yang universal, dengan tatanan politik yang 
memiliki liberalisasi dan partisipasi yang tinggi. Di sini dibutuhkan 
komitmen para pemimpin politik yang kuat terhadap demokrasi 
yang menolak penerapan kekerasan dan sarana ilegal dan tidak 
konstitusional untuk mengejar kekuasaan.  
b. Faktor Organisasional 
Faktor organisasional yang mempengaruhi peran organisasi  
dalam penelitian ini dipilih faktor yang memiliki relevansi tinggi sesuai 
dengan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi seperti Dewan 






Kepemimpinan pada sekelompok orang yang secara aktif 
merumuskan program lembaga serta mengarahkan kegiatan dan 
hubungan lembaga dengan lingkungannya. Ketika organisasi dan 
lingkungannya mengalami gejolak dan ketidakpastian, peranan 
seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin yang 
mempunyai visi sudah barang tentu akan mampu mengelola 
organisasi dan segala sumber daya yang mendukungnya (Nanus, 
1992:4).  
Gaya kepemimpinan yang yang sesuai untuk diterapkan 
pada organisasi Dewan Pendidikan adalah kepemimpinan yang 
partisipatif, karena hal ini sejalan dengan penerapan asas 
desentralisasi dengan wacana masyarakat sipil serta kepemerintahan 
yang baik yang baik. Dengan adanya kepemimpinan partisipatif 
maka membuka ruang bagi pemberdayaan anggota yang lain untuk 
berhubungan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya dalam berorganisasi.  
2) Struktur 
Struktur organisasi adalah sistem formal dari aturan dan 
tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi anggota organisasi, 
bekerja sama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan 
organisasi. Perhatian sebuah organisasi terhadap bentuk struktur 
organisasi dapat memberikan daya saing, membantu organisasi 
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untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk 
mengelola  keanekaragaman, meningkatkan efisiensi organisasi, 
meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan 
kebijakan, memberikan organisasi ke arah yang lebih baik, 
mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, 
serta membantu organisasi untuk mengembangkan strategi 
implementasi (Owen, 1995: 9). 
Struktur yang tepat dan perlu dikembangkan dalam suatu 
lembaga atau organisasi yang hidup pada konteks pengembangan 
pemerintahan yang bernuansa good governance dan kondisi atau 
hubungan antara negara dan masyarakat yang berorientasi pada civil 
society seperti Dewan Pendidikan adalah struktur organisasi yang 
organik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik struktur organik yang 
luwes, di mana anggota organisasi memiliki kebebasan untuk 
melakukan inovasi, sehingga organisasi mampu melakukan 
penyesuaian secara cepat dengan perubahan lingkungan yang cepat 
dan turbulence. Budaya organisasi yang berkembang pada struktur 
organik menciptakan kondisi di mana anggota organisasi 
berorientasi pada nilai yang mampu beradaptasi dengan perubahan 
teknologi dan perubahan lingkungan ekstemal (Haryadi, 




3) Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan aset yang 
sangat berharga. Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tidak 
akan pernah optimal jika tidak didukung oleh sumber daya yang 
kuat. Oleh sebab itu pengembangan SDM organisasi, dan 
kesejahteraan mereka harus menjadi kepedulian semua pihak dalam 
berorganisasi, khususnya pimpinan puncak. Pengembangan sumber 
daya manusia harus menjadi bagian dari rencana strategi organisasi 
(Gome' 1995:11). 
Dari beberapa pemikiran tersebut akan dijadikan sebagai panduan 
bagi peneliti dalam mempelajari efektifitas  Dewan Pendidikan 
dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
3. Kemajuan Pendidikan 
a. Pengertian 
Pengertian dari memajuan dalam deskripsi sebagai berikut 
menggerakkan (menjalankan, memindahkan) ke depan. Membawa ke 
dalam keadaan yang lebih baik (sempurna dan sebagainya); menjadikan 
berkembang. Kemajuan hal (keadaan) maju (tentang kepandaian, 
pengetahuan, dan sebagainya): bertanggung jawab atas - bangsa dan 
negara;- teknologi perkembangan di bidang teknologi (KBBI). 
Pengertian Pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia 
diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai 
pngetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek obyek 
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tertentu dan spesifik. Pengetahuan bisa diperoleh secara formal yang 
berakibat individu mempunyai pola piker dan perilaku sesuai dengan 
pendidikan yang telah diperolehnya (KBBI). Di dalam bahasa Yunani 
terdapat kata pedagogi yang berasal dari akar kata paid dan agogos. Paid 
berarti anak dan agogos berarti membimbing. Dengan demikian 
pedagogi (pendidikan) adalah usaha membimbing anak untuk mencapai 
kedewasaan. Dalam konteks nasional mendifinisikan pendidikan 
sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara (UU no 20 tahun 2003).  
Dari rumusan tersebut tampak bahwa aspek kesungguhan 
membimbing anak mencapai kedewasaan yang sempurna merupakan 
inti dari pengertian pendidikan. Dalam arti bahwa praktik dalam 
memajukan pendidikan bukan pekerjaan ala kadarnya yang hasilnyapun 
juga ala kadarnya. Melainkan adalah upaya sepenuh hati dan sekuat 
tenaga untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia 
dewasa yang cerdas otaknya, lembut hatinya, dan terampil tangannya 
dalam balutan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses 
pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan 
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tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, 
berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani 
maupun ruhani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki 
moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun 
(Wahyudi, 2012:90). Ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 
2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan 
adalah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
Maka dapat disimpulkan bahwa memajukan pendidikan adalah 
upaya membawa maju, membawa dalam keadaan yang lebih baik dala 
upaya membimbing individu agar menjadi manusia yang mandiri, 
bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik 
jasmani maupun rohani. 
Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk 
kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal 
seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non 
formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, 
terutama anak atau peserta didik. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 
2003 kita dapat melihat ketiga perbedaan model lembaga pendidikan 
tersebut. Dikatakan bahwa Pendidikan formal adalah jalur pendidikan 
yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 
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pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan 
nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan 
nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 
satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal adalah 
jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan 
informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan 
belajar secara mandiri. 
Oleh sebab itu, dalam rangka membangun dan melakukan 
penguatan peserta didik perlu menyinergiskan ketiga komponen 
lembaga pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah 
pendidik dan orangtua berkumpul bersama mencoba memahami gejala-
gejala anak pada fase negatif, yang meliputi keinginan untuk 
menyendiri, kurang kemauan untuk bekerja, mengalami kejenuhan, ada 
rasa kegelisahan, ada pertentangan sosial, ada kepekaan emosional, 
kurang percaya diri, mulai timbul minat pada lawan jenis, adanya 
perasaan malu yang berlebihan, dan kesukaan berkhayal. Dengan 
mempelajari gejala-gejala negatif yang dimiliki anak remaja pada 
umumnya, orangtua dan pendidik akan dapat menyadari dan melakukan 
upaya perbaikan perlakuan sikap terhadap anak dalam proses 
pendidikan formal, non formal dan informal, hal ini juga sebagai wujud 
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dari sebagian peran dan tugas dewan pendidikan dalam memajukan 
pendidikan di kabupaten Karanganyar. 
b. Faktor faktor  yang mempengaruhi kemajuan pendidikan 
Dalam pelaksanaan untuk memajukan pendidikan  oleh Dewan 
Pendidikan tidak terlepas dari lima faktor pendidikan berikut. 
(Wahyudi, 2012: 90) : 
1) Faktor Tujuan 
Untuk memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan, 
maka faktor tujuan perlu menjadi perhatian. Sebab mutu suatu 
lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan 
akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk memajukan 
pendidikan, harus senantiasa berpegang pada tujuan sehingga 
mampu menghasilkan kualitas yang diinginkan.  
2) Faktor Guru (Pendidik) 
Guru dalam hal ini adalah orang yang sangat berpengaruh 
dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-
benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru 
harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus 
memiliki kewibawaan. Guru merupakan salah satu faktor penentu 
dalam upaya memajukan pendidikan, karena gurulah yang 




3) Faktor Siswa 
Siswa adalah objek dari pendidikan, sehingga mutu 
pendidikan yang akan dicapai dapat lebih baik yang senantiasa 
melekat pada kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak 
didik. 
4) Faktor Alat 
Yang dimaksud faktor alat adalah segala usaha atau tindakan 
dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam 
pendidikan, karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan 
alat-alat tersebut. Yang dikatagorikan sebagai alat pendidikan 
adalah sesuatu yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan 
yaitu sarana, prasarana dan kurikulum. 
5) Faktor Lingkungan Masyarakat 
Kemajuan pendidikan dipengaruhi oleh masyarakat 
termasuk orang tua siswa, disebabkan tanpa adanya bantuan dan 
kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan 
mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua 
kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu 
sama lainnya (Keputusan Menteri Pendidikan No 044/V/2002) 
Beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di 
Indonesia masih rendah yaitu : 
1) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik. 
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Banyak dari sekolah maupun perguruan tinggi yang gedungnya 
rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku 
perpustakaan tidak lengkap. Laboraturium kurang standar, 
pemakaian teknologi informasi belum memadai dan sebagainya. 
beberapa sekolah juga belum memiliki gedung sendiri, tidak adanya 
perpustakaan, tidak memiliki laboraturium dan sebagainya. 
2) Rendahnya Kualitas Guru 
Keadaan guru di Indonesia juga masih memprihatinkan. Terbukti 
dari banyaknya guru yang belum memiliki profesionalisme yang 
memadai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam 
pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan 
penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. 
3) Rendahnya Kesejahteraan Guru  
Rendahnya kesejahteraan guru yang saat ini didominasi oleh guru 
guru honorer, yang perannya masih terabaikan oleh Negara. Dengan 
pendapatan yang rendah. 
4) Rendahnya Prestasi Siswa. 
Prestasi dari rata-rata siswa masih kurang membanggakan, hal ini 
dikarena dari rentetan hal hal tersebut diatas nulai dari sarana 
prasarana, profesionalitas, dan kesejahteraan guru yang masih 
banyak belum terurus,  
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Hal ini juga sebagai pertimbangan dalam berbagai hal yang 
berkaitan dengan peran dan tugas Dewan Pendidikn dalam 
memajukan pendidikan di kabupaten Karanganyar khususnya di 
tahun 2016. 
c. Unsur unsur yang berperan 
Unsur unsur yang berperan dalam memajukan pendidikan 
dikaranganyar dikenal dengan nama 6 Pintu Pendidikan (Notulen rapat 
Dewan Pendidikan bulan Maret 2016) 
1) Pemerintah Kab Karanganyar dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati 
2) DPRD Komisi D bidang Pendidikan Kab Karanganyar 
3) Dinas Pendidikan dan Olahraga kab Karanganyar 
4) Kementerian Agama Kab Karanganyar 
5) Dewan Pendidikan Kab Karanganyar 
6) Komite Sekolah Kab Karanganyar 
B. Penelitian yang Relevan 
1. TIM UNY. 2011. Dampak Kontribusi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah 
Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah. Yogyakarta: 
Kerjasama setditjen dikmen dengan universitas negeri Yogyakarta. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa: institusi Dewan Pendidikan 
dan Komite Sekolah sangat diperlukan sebagai wadah masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kinerja Dewan 
Pendidikan secara keseluruhan mendapat nilai nilai rata-rata-rata 62,75; 
sedangkan kinerja Komite Sekolah mendapat nilai rata-rata 76,5. Nilai 
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kinerja dewan pendidikan secara kualitatif dapat dikategorikan pada nilai 
sedang dan nilai kinerja komite sekolah dapat dikatogorikan cukup baik. 
Kontribusi Dewan Pendidikan terhadap mutu sekolah baru 5% dan 
kontribusi Komite Sekolah terhadap mutu sekolah 16%.  
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kerja Dewan Pendidikan 
dan Komite Sekolah antara lain adalah: sebagian besar anggota Dewan dan 
komite belum memiliki komitmen, kualifikasi dan komptensi kerja yang 
memadai dalam memerankan dewan dan komite sebagai badan pemberi 
pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung; sebagian dinas 
pendidikan dan sekolah kurang memerlukan keberadanaan dewan dan 
komite, sehingga mereka kurang dilibatkan dalam berbagai kegiatan 
strategis; belum ada dukungan tempat kerja dan dana yang untuk 
mendukung pelakskanaan kerja dewan pendidkan dan komite sekolah. 
Pada penelitian tersebut menjabarkan tentang kinerja Dewan 
Pendidikan serta hambatan dalam melaksanakan kerjan sedangkan 
penelitian yang penulis lakukan adalah lebih menitik beratkan pada 
pelaksanaan program Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan di 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Nur Hasanah. 2005. Kinerja Dewan Pendidikan di Kota Salatiga. Skripsi 
IAIN Salatiga.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses kerja yang 
dilakukan oleh Dewan pendidikan di Kota Salatiga sebagai organisasi yang 
dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi 
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masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas 
pendidikan di kabupaten / kota. Mengingat luasnya kegiatan yang terkait 
dengan kinerja Dewan pendidikan dalam penyelengaraan pendidikan pra 
sekolah, sekolah (formal), dan luar sekolah, maka fokus penelitian ini 
adalah pendidikan formal.  
Penelitian dengan fokus kinerja Dewan Pendidikan pada pendidikan 
formal ini yang menjadi subyek penelitian adalah Ketua dan anggota Dewan 
Pendidikan kota Salatiga. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah triangualsi sumber data (informan). 
Dan teknik analisa datnya adalah teknik analisis induktif. Hasil temuan 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan pendidikan sebagai badan 
pertimbangan, pendukung, dan penghubung dapat terlaksana. hanya dalam 
bidang pengontrol yang belum dapat dilakukan. Hal ini dilakukan melalui 
forum pelatihan-pelatihan , workshop, seminar, sarasehan, dan dialog 
interaktif. Hal ini menyebabkan peran Dewan pendidikan belum bisa 
memenuhi harapan masyarakat bahwa Dewan Pendidikan merupakan 
wahana yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
Pada penelitian tersebut menjelaskan proses kerja dan fokus kerja 
Dewan Pendidikan sedang pada penelitian penulis mendkripsikan berbagai 
program yang efektif dalam memajukan pendidikan. 
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3. Jefri Lasena. 2014. Implementasi Peran Dewan Pendidikan Di Kabupaten 
Gorontalo. Makalah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Gorontalo. 
Dengan membahas sebagai berikut: Proses pembentukan dewan 
pendidikan memang sudah ada yang sesuai dengan harapan dan ketentuan 
yan ada , bahkan ada yang sudah maju sedemikian rupa dengan kreasi dan 
inovasinya sehingga di rasakan peran dan fungsinya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan. Tujuan peneitian dalam peneitian ini yaitu : untuk 
mendeskripsikan peran dewan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan, 
untuk mendeskripsikan peran dewan pendidikan sebagai pemberi 
dukungan, untuk mendeskripsikan peran dewan pendidikan sebagai 
pengawas, untuk mendekripikan peran dewan pendidikan sebagai mediator.  
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil paparan data di lapangan peneliti temukan sebagai berikut : Dalam 
perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, 
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten 
Gorontalo di antaranya : pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran 
dan evaluasi pendidikan serta menetapkan RAPBS, dewan pendidikan 
Kabupaten Gorontalo memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal 
pengambilan keputusan, Fungsi tersebut itu di mulai dengan 
mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan di 
daerah. perannya sebagai pendukung di antaranya memantau kondisi tenaga 
kependidikan di sekolah, kemudian sarana prasarana dan merencanakan 
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anggaran pendidikan. Melakukan control terhadap proses pengambilan 
keputusan di lingkungan dinas pendidikan, termasuk penilaian terhadap 
kualitas kebijakan yang ada. Dewan pendidikan juga dapat melakukan 
fungsi control terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan 
pendidikan.  
Pada penelitian tersebut menjelaskan dari proses pembentukan 
sampai peran Dewan Pendidikan di kabupaten Gorontalo, sedang dalam 
penelitian penulis Dewan Pendidikan sudah terbentuk dan langsung 
dijelaskan program – program yang akan dijalankan baik secara garis besar 
maupun secara terperinci. 
4. Herdarman. 2012. Peran Dewan Pendidikan dalama Meningkatkan Mutu 
Layanan Pendidikan. Jakarta: jurnal Litbang Kemdikbud 
Penelitian ini mengkaji tentang berbagai hal dan kegiatan yang telah 
dilakukan Dewan Pendidikan khususnya hal hal yang ada kaitannya dengan 
peningkatan mutu layanan pendidikan, serta kendala kendala yang dihadapi 
untuk melaksanakan berbagai peran tersebut. Data dan informasi yang 
diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara 
dan analisi informasi terkait dengan kegiatan Dewan Pendidikan yang 
dimunculkan ke berbagai media, seperti surat kabar dan internet. Secar garis 
besar Dewan Pendidikan berpatisipasi dan memberi kontribusi dalam upaya 
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan merujuk pada standar 
naisonal pendidikan. Kendalanya diantaranya yaitu belum adanya apresiasi 
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dan persepsi yang sama dari Pemda terhadap keberadaan peran Dewan 
Pendidikan. 
Sedangkan dalam penelitian penulis selain kegiatan yang berkaitan 
dengan peningkatan mutu pendidikan juga usulan kepada Pemerintah yang 
berkaitan dengan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. 
5. Deni Kurniawan As’ari. 2011. Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan. 
Banyumas : Surat Kabar Radar Banyumas tanggal 13 Juni 2011 
Dengan membahas hal hal sebagai berikut: Upaya untuk 
Mewujudkan Dewan Pendidikan yang Profesional, dalam pandangan 
penulis setidaknya ada 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk 
terwujudnya Dewan Pendidikan yang profesional. Pertama, dimilikinya 
sosok pimpinan Dewan Pendidikan yang kapabel (mampu), kredibel (dapat 
dipercaya), akseptabel (dapat diterima) dan responsibel 
(bertanggungjawab). Hal ini penting karena sosok pimpinan atau ketua 
diumpamakan sebagai nakhoda yang akan membawa perahu Dewan 
Pendidikan menuju pulau impian pendidikan. Sosok pimpinan harus 
mampu mengarahkan, memimpin dan memiliki keterampilan managerial 
yang memadai. 
Kedua, dimilikinya komitmen yang tinggi dari para anggota Dewan 
Pendidikan. Rekruitmen anggota menjadi sesuatu yang penting dan 
menentukan perjalanan Dewan Pendidikan selanjutnya. Jangan sampai 
salah pilih orang dan terkesan asal terpenuhi, tanpa betul-betul 
mempertimbangkan secara matang bagaimana komitmen dan track-record 
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dari calon tersebut dalam menggeluti dunia pendidikan sebelumnya. Sangat 
disayangkan, kalau ada tokoh yang masuk Dewan Pendidikan hanya 
sekedar nampang, prestise atau cari posisi tanpa adanya kesungguhan dan 
keinginan untuk mencurahkan segala potensi, daya pikir dan daya kritisnya 
untuk kemajuan pendidikan. 
Ketiga, perlunya dukungan, partisipasi dan komitmen bersama, 
bukan hanya dari kalangan internal organisasi Dewan Pendidikan, namun 
juga gagasan konstruktif dan peran aktif dari semua pihak, yakni pelaksana, 
pemerhati dan pembina pendidikan serta masyarakat. Keempat, perlunya 
pendanaan yang memadai. Ada ungkapan ’jer basuki mawa bea’ bahwa 
segala sesuatu perlu didukung pengorbanan dan dana yang memadai. Untuk 
itu Dewan Pendidikan perlu kreatif dalam mencari atau menggali dana. 
Sangat mustahil program dapat terlaksana dengan baik tanpa pembiayaan. 
Penulis mengamati masih sedikit Dewan Pendidikan yang memiliki website 
atau semacam buletin untuk sarana sosialisasi kegiatan kepada masyarakat 
luas. Lagi-lagi hal itu butuh dana. 
Kelima, komitmen dari pemerintah untuk memberdayakan Dewan 
Pendidikan. Peran pemerintah terutama pemerintah daerah sangat 
diperlukan demi terwujudnya Dewan Pendidikan yang profesional. 
Komitmen tersebut bisa ditunjukkan dengan memberikan kesempatan dan 
ruang seluas-luasnya untuk menjalankan peran dan fungsi Dewan 
Pendidikan dan memberikan advis dana yang memadai. Ditengarai sampai 
saat ini beberapa Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan masih setengah 
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hati bahkan kadang membatasi kiprah Dewan Pendidikan itu sendiri. 
Akhirnya, berhasil-tidaknya Dewan Pendidikan menjadi lembaga 
profesional sangat bergantung kepada partisipasi berbagai pihak. Tanpa itu 
semua, maka mustahil Dewan Pendidikan yang professional bisa terwujud. 
Sedangkan pada penelitian yang kami lebih menitik beratkan pada 
efektifitas program yang telah dilaksanakan Dewan Pendidikan dalam 
memajukan pendidikan di Kab. Karanganyar tahun 2015, sesuai dengan 
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2013 “ Bersama Memajukan 






A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut 
Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller 
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 
pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya 
(Moleong, 2002: 3). 
Dalam penelitian ini mendekripsikan berbagai progam yang efektif 
dalam memajukan pendidikan di Kab. Karanganyar, beserta prosedur 
berjalannya progam sekaligus faktor - faktor yang mendukung maupun 
menghambat program Dewan Pendidikan Karanganyar bulan Januari-Juni 
Tahun 2016. 
B. Latar Setting Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor dewan Pendidikan 
Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi Komplek 
Perkantoran Cangakan kab Karanganyar serta Kantor Dians Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Dengan perluasan 
38 
 
penelitian mengechek keabsahan data ke tempat program tersebut 
dijalankan. Dengan waktu penelitian antara bulan April – Juli 2016. 
C. Subyek dan Informan 
Karena penelitian ini digolongkan dalam penelitian lapangan di 
mana yang menjadi obyeknya dalam penelitian ini adalah Dokumen 
dokumen program yang telah dilakukan oleh pihak Dewan Pendidikan 
dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Karanganyar. 
Dengan subyek Ketua Dewan Pendidikan, informan Sekretaris dan 
Staff bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Karanganyar. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara dari peneliti untuk 
mengumpulkan data – data yang diperlukan selama penelitian. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Observasi 
Metode observasi adalah metode menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat, serta benda maupun 
rekaman gambar (Sutopo.2006: 75). Dalam penelitian ini dichek yang 
pertama dari dokumen kegiatan, rekaman gambar selanjutkan tempat 






Wawancara dimaksudkan untuk tujuan tertentu yang dilakukan 
oleh dua pihak yaitu pewawancara yang memberi pertanyaan dan yang 
diwawancarai yang menjawab pertanyaan (Meleong,2002: 168). 
Wawancara dalam penelitian ini, sumber utama bersal dari Ketua 
Dewan Pendidikan, dan sekretaris berserta staff bagian perencanaan 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi bertujuan untuk keperluan pengujian suatu 
peristiwa atau penyajian akunting. Menggunakan dokumen dan arsip 
sebagai bahannya untuk menambah referensi data yang diperoleh dari 
metode sebelumnya. Biasanya dengan data tulisan dan juga bias berupa 
gambar datau aktifitas tertentu (Sutopo. 2006: 61). Dokumentasi berasal 
dari data – data yang telah dikumpulkan oleh Dewan Pendidikan dalam 
setiap programnya, yang efektif memajukan pendidikan di Kabupaten 
Karanganyar. 
E. Keabsahan Data  
Keabsahan data merupakan usaha memberikan kepercayaan bahwa 
data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menetapkannya yaitu 
dengan memperpanjang partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi, 
pengecekan sejawat, pengecekan anggota, dan kajian kasus negative 
(Meleong,2002: 325). Pada penelitian ini menggunakan teknik ketekunan 
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pengamatan dimana peneliti secara tekun dan terarah mengamati dengan 
tujuan agar data tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
F. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini menggunakan metode interaktif yang bermakna 
bahwa proses mengorganisasikan dan meruntut data dalam pola kategori 
dan satuan uraian dasar (Sugiyono.2012: 246). 
 Berikut adalah langkah-langkahnya : 
1. Reduksi data 
Proses penyerdeharnaan, pemilihan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan di lapangan selama penelitian berlangsung. 
2. Penyajian data 
Penyajian data hasil temuan lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu 
penyajian uraian tertulis tentang efektifitas dari program Dewan 
Pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kab Karanganyar. 
3. Kesimpulan dan Verifikasi 
Yaitu proses mencermati data-data yang disajikan secara teratur jelas, 
konfigurasi dan hubungan yang mengakibatkan sebab akibat. Sehingga 
dalam penelitian ini menyimpulkan dan memverifikasi efektifitas dari 
pelaksanaan Program Dewan Pendidikan dalam memajukan pendidikan 






Pada BAB ini akan dibahas lebih lanjut terkait hasil dari penelitian yang 
dilakukan penulis di Dewan Pendidikan, diantaranya gambaran umum dari Dewan 
Pendidikan Kabupaten Karanganyar, yang memuaí gambaran dari kantor 
sekretariat dewan, inventarisasi barang, struktur organisasi, anggaran dasar 
anggaran rumah tangga (AD / ART) serta rencana program dari Dewan Pendidikan, 
setelah itu dalam pembahasan dideskripsikan berbagai program selama 1 semester 
di tahun 2016 yang efektif turut memajukan pendidikan di Kabupaten Karanganyar. 
 
A. Deskripsi Data 
1. Gambaran Umum Dewan Pendidikan Karanganyar 
a. Letak geografis Kantor Dewan Pendidikan Karanganyar  
Kantor sekretariatan Dewan Pendidikan kabupaten Karanganyar terletak 
di Jl. KH. Samanhudi, komplek perkantoran kabupaten Karanganyar, yang 
merupakan lokasi besar di Kelurahan Cangakan yang dijadikan kawasan 
perkantoran di pusat Kabupaten Karanganyar dengan luas 100M2. Dengan 
rincian ruangan: ruang sharing center, ruang rapat pleno, ruang administrasi, 
ruang tamu dan 2 kamar kecil (toilet) (Bank Data DP). 
b. Inventaris 





Tabel 4. 1. Inventarisasi Kantor Dewan Pendidikan (Bank Data DP) 
NO NAMA BARANG SPESIFIKAS
I 
JML KEADAAN KET 
1 Gedung - 1 Baik Pinjaman 
2 Meja Kayu Kecil - 10 Baik - 
3 Meja Kayu panjang - 5 Baik - 
4 Meja Kayu  - 5 Baik - 
5 Meja Komputer - 1 Baik - 
6 Kursi Kayu - 3 Baik - 
7 Kursi Stainlist Futura 22/6 Baik - 
8 Kuri Tamu - 1 set Baik - 
9 Almari Alumunium - 1 Baik - 
10 Villing Kabinet Brother 1 Baik - 
11 Kipas angin Miyako 2 Baik - 
12 Jam dinding - 3 Baik - 
13 Laptop Axio 2 Baik sekretaris 1   
14 LCD proyektor BenQ 1 Baik sekretaris 
15 LCD Monitor BenQ 17” 1 Baik   
16 Printer 1 Canon  1 Baik - 
17 Printer 2 Canon  1 Baik sekretaris 
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18 Komputer - 1  Baik  
19 Kabel roll - 2 Baik sekretaris 1 
20 Kabel VGA 30 meter 1 Baik - 
21 Screen Focus 1 Baik - 
22 Telephon PSTN Favorite 1 Baik - 
23 Hand Phone N6275i 1 Baik sekretaris  
24 Hand Phone ZTE C169 1 Baik - 
25 Mesin Ketik Brother 1 Baik - 
26 Dispenser Miyako 1 Baik - 







(Bank Data Dewan Pendidikan) 




Terwujudnya Dewan Pendidikan yang mandiri, aspiratif dan handal dałam 
berperan serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. 
e. Misi 
1)  Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu, terjangkau, merata dan berkeadilan;  
2) Mewujudkan kepedulian masyarakat dałam penyełenggaraan dan pelayanan 
pendidikan yang bermutu; 
3) Menampung aspirasi masyarakat daťam upaya peningkatan mufu pelayanan 
pendidikan kepada penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar; 
4) Menjembatani antara masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan 
dengan penyeťenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar; 
5) Menjalin kerjasama berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam 
meningkatkan mutu Pendidikan 
f. Kode Etik Pengurus 
1) Menjujung tinggi integritas pribadi dan organisasi dalam setiap perbuatan dan 
kebijakan organisasi; 
2) Mengembangkan prinsip kolektif-kolegial dalam menjalankan tugas dan 
fungsi organisasi; 
3) Mengutamakan musyawarah-mufakat dalam setiap pengambilan keputusan 




4) Menjunjung nilai ni]ai kemandirian dan kebersamaan; 
5) Mengembangkan prinsip akuntabilitas dan kredibilitas dalam menjatankan 
organisasi (Bank Data Dewan Pendidikan). 
g. Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
1) Program Jangka Panjang (PJP) 
Mendorong, mengawal, mendukung serta berpartisipasi dalam 
petaksanaan Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025 di bidang 
Pendidikan yang bertujuan: "Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia 
yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang 
Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat dan 
Bermartabat", melalui : 
a) Pembangunan Pendidikan Kabupaten Karanganyar difokuskan pada 
peningkatan pemerataan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah 
b) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas untuk menuju 
standar nasional dan internasional 
2) Program Jangka Menengah (PJM) 
a) Mendorong, mengawal dengan memperhatikan aspirasi  masyarakat, 
aktif memberi masukan, melakukan pengawasan dan evaluasi guna 
keberhasilan pelaksanaan Perda No. •5  Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2013 2018 yang bertujuan: "Mewujudkan pelayanan pendidikan 
berkarakter yang adil, prima dan gratis dan / terjangkau di tingkat SD, 
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SMP / dan SMA/ SMK". Sasaran : Meningkatkan derajad pendidikan 
masyarakat dengan Indikator Sasaran IPM (Indek Pembangunan 
Manusia) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. Sub Sasaran (Target 
Capaian Kinerja Tahun 2018) 
(1) Meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan 12 tahun bagi 
penduduk Kabupaten Karanganyar. Indikator Sub-  Sasaran 
- Angka Partisipasi Sekolah 
SD/ MI SDLB: (APK 115%) (APM 99,75 %)  
SMP/ MTs/ SMK: (APK 102,25 %) (APM 71,50%)  
SMA/ MA/ SMK: (APK 65,92%) (APM 45,50% ) 
- Angka Putus Sekolah (0,01%) (0,05%)(0,02%) 
- Penduduk yang berusia > 15 tahun tidak buta aksara (99,91 %) 
(Target Pencapaian Program Kerja Dewan Pendidikan) 
(2)  Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dengan Indikator: 
- Angka rata - rata tamat sekolah SD, SLTP, SLTA (6 tahun) (3 
tahun) (3 tahun) 
- Angka kelulusan SD, SMP, SMA/SMK (100) (99350) (99,98) 
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (100) 
-  Rasio guru : murid (1:13) 
b) Pemenuhan dan Pemanfaatan sarana prasarana pendidikan secara 
optimat dan efisien dengan indicator Prosentase sekotah dalam kondisi 
bangunan baik (93,76) (94,50) (90), Rasio ketersediaan sekolah/ 
penduduk usia sekolah pada setiap jenjang. 
48 
 
(1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dengan 
indikator: 
 Jumlah perpustakaan (65) - Jumlah koleksi buku 
 Jumtah pengunjung (34.000) 
 Publikasi Perpustakaan On Line di Kab. Karanganyar 
(2) Berkembangnya Pendidikan Berkarakter 
 Peningkatan prestasi di bidang olahraga dan seni budaya  
 Menurunnya angka tawuran pelajar 
 Kewirausahaan diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal 
(Target Pencapaian Program Kerja Dewan Pendidikan) 
3) Menyusun masukan bagi Penyusunan RPJP Tahun 2019 — 2024 di bidang 
Pendidikan guna penetapan Perda baru. Kegiatan dibidang Regulasi 
Kelembagaan dan Kerjasama 
a) Penguatan dan pemahaman peraturan perundangan-undangan yang 
berkaitan dengan pendidikan 
b) Pendampingan atau advokasi dalam penyeienggaran pendidikan 
c) Pemberian saran dan masukan dalam penyusunan perencanaan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah mengenai urusan pendidikan 
d) Pemberian saran dan masukan dalam penyusunan dokumen  
pembangunan dibidang urusan pendidikan 
e) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Dewan Pendidikan 




g) Penguatan hubungan kelembagaan Dewan Pendidikan baik secara 
intenal maupun eksternal dengan pihak yang berkepentingan 
h) Membangun kerjasama dengan stake holder pendidikan dan Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (DUDI)(Ketua DP) 
h. Kegiatan dibidang SDM Pendidikan: 
1) Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten 
Karanganyar 
2) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta instansi 
terkait dalam rangka peningkatan kompetensi guru  
3) Koordinasi dengan Komite Sekolah dan Pemangku Kepentingan 
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 
5) Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum Kenaikan Kelas (UKK), Ujian 
Nasionai (UN)/Ujian Sekoiah (US) dan hasil kelulusan  
6) Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
7) Sosialisasi peraturan dan kebijakan pendidikan 
8) Penyerapan aspirasi guru-guru Wiyata Bakti (WB) untuk disampaikan 
kepada Dinas Dikpora dan penyelenggara pendidikan (Ketua DP) 
i. Kegiatan di bidang Sarana Prasarana: 
1) Penyusunan basic data sarana prasarana 
2) Studi pengembangan wawasan pendidikan 
3) Menyerap aspirasi komite sekotah dan masyarakat 
4) Pendampingan / advice perencanaan pembangunan sarana prasarana  
5) Monitoring dan evaluasi standar Sarana prasarana pada tingkat sekolah 
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6) Penyusunan laporan akhir PJM tahun 2018  
7) Menyusun masukan Raperda RPJM 2019 - 2024 
j. Rencana Program Kerja Tahun 2016 
Tabet 4.2 Rencana Program Kerja Dewan Pendidikan Tahun 2016 
 No Kegiatan Anggaran Ket 
1 Kegiatan Sekretariat, Jasa telepon, listrik, 
air, rapat rutin, ATK, Cetak, 
Makan, Minum 
Rp. 15.800.000,-  
2 Pemeliharaan Gedung Rp 5.000.000,-  
 3 Penyusunan Basic Data Pendidikan 
Ákhir Tahun 2015 Awai tahun 
2016Meliputi : Regulasi, Kelembagaan, 
Sumber Daya Manusia, dan Sarana 
Prasarana serta capaian target s/d akhir 
2015 
Rp 5.000.OOO,-  
4 Pertémuan/workshop Rp 3.750.000,-  
5 Monev dan perjalanan dalam daerah Rp. 3.000.000,-  
 6 Perjalanan rakor dan study wasdik di luar 
daerah 
Rp. 30.050.000,-  
7 Pertemuan ilmiah dengan stakeholder 
pendidikan dan pihak lainnya 
Rp 30.000.000,-.  
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8 Penerbitan profil DP dan Fordikra 
(1000 eksemplar) 
Rp.5.000.000,-  
9 Pengadaan sarana mobilitas   
10 Siaran di SWIBA FM 12 x Jasa tenaga (ahli, 
narasumber dan 
karyawan) 
Rp. 17.400.000,-  
 
 
11 Pengadaan  kelengkapan atribut 
Dewan Pendidikan 
Rp. 5.000.000,-  
 12 Pembuatan laporan akhir tahun Rp. 5.000.000,-  
  Total Rp. 94.950.000,-  
     
 (Bank Data DP) 
2. Aspek Permasalahan Penelitian 
Program - program yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan di bulan 
Januari — Juni tahun 2016, dalam rangka turut memajukan Pendidikan di 
Kabupaten Karanganyar adalah berikut: 
a. Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. 
b. Penguatan hubungan Kelembagaan Dewan Pendidikan dengan Pihak yang 
berkepentingan. 
c. Monitoring ujian Nasional dan PPDB 






1 Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan  
Pendampingan ini dilakukan sebagai wujud dari peran serta 
Dewan Pendidikan dalam mengawal, memberi pertimbangan (Advisor 
Agency) kebijakan Pemerintah. Pendampingan ini dilakukan dengan 
melaksanakan  Koordinasi Dewan Pendidikan se-Soloraya sebagai wujud 
fungsi Dewan Pendidikan dalam mengawal kebijakan Pemerintah 
dilaksanakan pada 21 januari 2016, bertempat di ruang Anturium Rumah 
Dinas Bupati, jam 08.00 WIB — 14.00 WIB.  
Peserta kegiatan meliputi Karanganyar,Surakarta, Wonogiri, 
Sukoharjo, Sragen, Klaten, dan Boyolali. Kegiatan tersebut membahas hal 
yang sedang menjadi isu terhangat di dunia pendidikan yaitu " Tanggapan 
Pengalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah 
Kabupaten/Kota ke pemerintah propinsi" Kegiatan ini sebagai wujud dari 
peran Dewan Pendidikan yaitu Pendukung program Pemerintah serta 
pemberi pertimbangan pada kebijakan yang akan diambil.hal ini bagi 
pendidikan di Kabupaten Karanganyar karena Karanganyar juga termasuk 
yang terkena dampak pengalihan pelimpahan wewenang tersebut (notulen 







a. Dasar Keputusan Musyawarah 
1) Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional mewujudkan system pendidikan sebagai pranata sosial 
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua wrga 
Negara agar berkembang menjadi manusia yang berkalitas, mampu 
dan proaktif menjawab tantangan zaman. 
2) Undang undang nomor 9 tahtın 2015 teniang perubahan kedua atas 
Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 
bahwa manajemen pengelolaan sekolah SMA[SMK berpindah ke 
Pemerintah Provinsi yang akan dilaksanakan paling lambal bulan 
oktober 2016. 
3) Peraturan Pemerintah nomor 32 tabun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa diperlukan komitmen nasional unluk meningkaikan mutu 
dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar 
kompetensi keluiusan, standar isi, standar proses, dan standar 
penilaian serta pengaturan kurikulum. 
b. Isu yang menjadi pembahasan 
1) Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan menurut 
Undang undang nomor 9 tahun 2015 
2) Kewenangan Provinsi : Pengelolaan Pendidikarı Menengah; 
Pengelolaan Pendidikan Khusus. 
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c. Kelebihan Pengalihan Pengelolaan 
a) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK  
lebih baik / meningkat. 
b) Pendidik maupun tenaga kependidikan SMA dan SMK tidak 
dimanfaatkan oleh salah satu partai politik dalam pelaksanaan 
Pilkada, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif. 
c) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaien / Kota ferhadap 
kependidikan SMA dan SİMK akan berkurang. 
d. Kekurangan Pengalihan Pengelolaan 
1) Segala urusan kependidikan akan memakan waktu dan biaya, terlebih 
bagi sekolah SMA dan SMK di Kabupalen / Kota yang letaknya jauh 
dengan Ibukota Provinsi. 
2) Pengawasan [ pembinaan pendidikan SMA dan SMK bagi daerah 
yang jauh dari Ibukota Provinsi kurang maksimal. 
3) Jabatan setruktural yang mengelola pendidikan SMA dan SMK di 
Kabupaten / Kota menjadi hilang. 
Contoh: Kepala bidang, Kepaia Seksi, dan lainnya. 
4) Untuk promosi jabatan dan mutasi pendidik maupun tenaga 
kependidikan SMA / SİMK akan berada pada rentang wilayah 
Provinsi. 
5) Terjadinya kesenjangan pendapatan / penghasilan pendidik dan 
tenaga kependidikan SMA / SMK yang dikelola Pemerintah Provlnsi 
dengan Kabupaten / Kota. 
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e. Kesimpulan Kegiatan 
1) Pengambilalihan wewenang Pemerintah Provinsi terhadap 
pendidikan SMA dan SMK yang akan dilaksanakan bulan Oktober 
2016, perlu diadakan pengkajian tebih mendalam. 
2) Karena dasar hukum pengambilalihan wewenang pendidikan SMA 
dan SMK berdasarkan Undang undang nomor 9 tahun 2015, Dewan 
Pendidikan Solo Raya mendukung / setuju dengan  rekomendasi, 
sebagai wujud peran Dewan Pendidikan yaitu mendukung program 
kerja Pemerintah. 
f. Rekomendasi sebagai wujud Peran Dewan Pendidikan 
1) Perlu dibentuk Koordinator yang mengelola pendidikan SMA dan 
SMK di tingkat Kabupaten / Kota, atau koordinator setingkat 
Bakorwil. 
2) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus banyak dilakukan 
sosialisasi g standar pendidikan 
3) Sesuai Undang undang nomor 9 tahun 2015 perlu adanya Pembinaan 
dan Pengawasan secara berimbang antara sekotah negeri dan swasta 
yang meliputi manajemen, sumber daya manusia dan sarana 
prasarana 
4) Dengan pengambilalihan kewenangan pendidikan SMA dan SMK ke 
Provinsi, eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Kota terhadap 
SMA dan SMK tidak hilang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 
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5) Guru negeri yang dipekerjakan di sekolah swasta agar ditarik ke 
sekolah negeri, dan tetap dipekerjakan di sekolah tersebut sampai 
pensiun. 
6) Agar diperhatikan nasib wiyata bakti pendidik dan tenaga 
kependidikan, baik di sekoiah negeri maupun swasta. 
7) Penyerahan kewenangan berimplikasi terhadap aspek hukumnya. 
Hasil koordinasi tersebut ditujukan kepada stake holder 
penyelengara pendidikan, baik pemerintahan maupun dinas terkait. 
Terkhusus kepada Menterï Pendidikan Nasional di Jakarta. 
2 Penguatan hubungan Kelembagaan Dewan Pendidikan dengan Pihak 
yang berkepentingan sebagai wujud dukungan (Supporting Agency) 
penyelenggaraan pendidikan. 
a. Dewan Pendidikan dengan LPMP 
Sebagai wujud peran Dewan Pendidikan Pendukung (Supporting 
agency) maka Dewan Pendidikan juga ikut dalam Koordinasi LPMP 
Jawa Tengah dengan Pemerintah kabupaten / Kota se Jawa Tengah. 
Koordinasi diiaksanakan pada 15 -17 maret 2016 di Patrajasa Semarang 
Convention Hotel dengan Tema dari Rapat Koordinasi tersebut yaitu 
optimatisasi peran pemerintah Kabupaten / Kota dalam Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan yang bermutu. Rakor ini bertujuan 
mengoptimalkan peran pemerintah kabupaten / kota dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing — masing, dan 
sebagai laporan program kebijakan kabupaten / kota yang bertujuan 
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menignkatakan mutu dan layanan pendidikan agar lebih baik. Dengan 
sebagian isi kegiatan maupun paparan program sebagai berikut: 
1) Kebijakan Penjaminan Mutu Dikdasmen (Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Februari 2016) 
a) Indikator Mutu 
Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai 
pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara lain banyak yang 
sampai level 4, 5, bahkan 6. Dengan keyakinan bahwa semua 
manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil ini hanya satu, 
yaitu: yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman 
penyesuaian kurikulum sebagai berikut: Lebih dari 95% siswa 
Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara 
hampir 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan 
advance. Dengan keyakinan bahwa semua anak diiahirkan sama, 
kesimpulan dari hasil ini adalah yang diajarkan di Indonesia 
berbeda dengan yang diujikan (yang distandarkan) internasional. 
b) Upaya Peningkatan Mutu 
Upaya peningkatan mutu dapat dilakukan dengan 
program Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Mutu pendidikan 
dengan capaian ditempuh dengan cara cara sebagai berikut: 
Peningkatan Sarana Pembelajaran, Peningkatan Model 
Pembetajaran, Pembentukan Sekolah Model, Penyediaan Guru, 
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Peningkatali Kualifikasi dars Kompetensi Guru, Afirmasi 
Pendidikan Menengah (ADEM), Penyetarasan SMK dengan 
DUDi, Revitalisasi Paket Keahlian, Technopark dan Teaching 
Factory. 
Peningkatan Akses dalam rangka peningkatan akses 
pendidikan ditempuh dengan cara berikut: Pembangunan Unit 
Sekolah Baru, Pembangunan Rumah Kegiatan Belajar,Sekolah 
Terbuka, Sekolah Satu Atap, Sekolah Berasrama. Peningkatan 
Tata Kelola dalam rangka peningkatan tata ketota dibidang 
pendidikan dilakukan cara sebagai berikut: Penguatan Pendataan 
Pendidikan, Perizinan Pendidikan, Dukungan Kebijakan. 
Semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan adanya 
dukungan Dunia Usaha / Dunia Industri, Yayasan Peduli 
Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat serta pendanaan 
dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota. 
c) Peningkatan Mutu Melalui Pendidikan Karakter 
Upaya peningkatan mutu pendidlkan karakter ditempuh 
dengan cara berikut: Kurikuler model Pengintegrasian Literasi 
pada Mapel, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi 
pada PKn, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada 
PKn, Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada PKn 
Ekstra Kurikuler: Pendidikan kepramukaan, Klub, kelas, 
dan sekolah olahraga, Kawah Kepemimpinan Pelajar, Pesantren 
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kilat, Pelatihan jurnatistik, Pembinaan pendidikan akhlak mulia 
siswa, Pelaksanaan Rohani Islam (Rohis), Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (PLS), Pembinaan Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS), Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah 
(OMS), Pelaksanaan Patang Merah Remaja (PMR). 
Non Kurikuler, Dengan penumbuhan budi pekerti: 
Internalisasi nilai-nifai moral dan spiritual, Penanaman nilai 
kebangsaan & kebhinnekaan, Interaksi positif dengan sesama 
siswa, Interaksi positif dengan guru dan orangtua, Penumbuhan 
potensi unik dan utuh setiap anak, Pemeliharaan lingkungan 
sekolah, Pelibatan orangtua dan masyarakat. 
2) Upaya Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pendidikan “Badan 
Pelatihan dan Bimbingan (Balitbang)” 
Balitbang Provinsi Jawa Tengah dalam koordinasi 
Penignkatan dan dan pengendalian mutu terpadu di LPMP 
menjelaskan tentang Ujian Nasional 2015, sebagai berikut: Upaya 
Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pendidikan dengan cara 
berikut: Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Penilaian dan Evaluasi 
oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, Pemerintah (presentasi Balitbang 
di LPMP). Kerangka Sistem Penilaian Pendidikan untuk 
menumbuhkan ekosistem mutu pendidlkan Penitaian Ketas, 




Penilaian Satuan P. Formatif, Summatif, Semua kelas, 
Semesteran, Akhir tahun, Akhir Jenjang, Ekosistem sekolah yg 
bermutu, sehat dan cerdas (rewarding). Penilaian eksternal (PMTK) 
Progress monitaring & evaluasi,  Survey atau sensus Tahunan Oleh 
pemerintah, Ekosistem mutu yg akuntabel. Ujian Nasional Sumatif, 
Kelas 6, 9, '12, Sensus Oleh pemerintah, Ekosistem mutu yg 
akuntabel dengan Kebijakan UN 2015. Hasil UN tidak untuk 
kelulusan, melainkan untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi, 
pemetaan dan perbaikan mutu skala penilaian 0-100. 
Meningkatkan jumlah soal Higher Order Thinking Skill 
(HOTs), pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 
554 sekolah (2015) lebih dari 4000 sekolah (2016), penyebaran 
kuesioner pendamping (kepala sekolah, guru, dan siswa) pada 
sekolah sampel. Pelaporan lebih elaborative (leveling, deskripsi 
capaian, sub-kompetensi, analisa item), publikasi indeks integritas 
ujian nasional (IIUN), ujian Nasionai Perbaikan (UNP) SMA dan 
sederajad. 
a) Implikasi Kebijakan  
(1) UN tidak lagi sebagai "high stakes testing" -Y motivasi siswa 
menurun 
(2) Nilai UN dapat digunakan dalam seleksi'ke jenjang 
berikutnya (salah satu motivasi siswa) 
(3) Nilai UN tidak dikaitkan dengan "kebijakan politik" daerah 
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(4) Peningkatan kredibititas UN (integritas) agar hasit nya dapat 
digunakan untuk pemetaan & peningkatan mutu pendidikan 
(5) Perlu penguatan penilaian di tingkat kelas (classroom 
assessment) untuk menjamin mutu lulusan. 
b) Rekomendasi Penilaian 
(1) Penguatan penilaian: "assessment as learning" dan 
"assessment for learning " formatif, diagnostik, untuk 
perbaikan. 
(2) Standarisasi penilaian akhir semester dan ujian akhir sekolah 
untuk mengukur ketercapaian(achievement) kompetensi 
siswa  pengembangan bank soal daerah. 
(3) Mendorong satuan pendidikan untuk menetapkan "kriteria 
keiuiusan" yang memadai menjamin lulusan yang "bermutu" 
(4) Mendorong program UNBK untuk meningkatkan 
kredibiliías 
(5) Pemanfaaían hasil UN (anatisis dengan variabet Iain) -Y 
pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan narrowing gaps 
antar-sekolah dan antar-daerah 
3) Laporan Hasil Uji Kompetensi Guru 2015 
Distribusi Rentang Nilai Berdasarkan Jenjang Jawa Tengah 
Tabel 4.3. Nilai UKG Guru Jawa Tengah Tahun 2015 
NO NiÌai TK SD SLB SMP SMA SMK Total 
1 0-10 2 15  2 3 5 27 
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(notulen Kegiatan di LPMP) 
Rataan Nilai Uji Kompetensi Guru Jawa Tengah : TK : 59.65, SD: 
54.33, SMP: 5825, SMA: 61.74, SMK: 58,3, SUB: 57.61 
4) Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tentang 
Peningkatan Mutu Pendidikan 
Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019 adalah 
terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan 
yang berkarakter dengan ditandasi semangat gotong-royong. 
Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan menguatkan siswa, 
guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan 
dalam ekosistem pendidikan. Memberdayakan pelaku budaya dalam 
petestarian dan pengembangan kebudayaan; Fokus kebijakan 
diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan 
2 11-20 4 23  17 5 11 60 
3 21-30 82 751 11 237 67 199 1347 
4 3 J -40 634 5167 99 693 388 1347 9328 
5 41-50 4144 23724 417 6314 1526 5343 41468 
6 51-60 10876 45280 723 13509 3403 9555 83346 
7 61-70 15272 48257 768 18283 5507 10827 98914 
8 71-80 8398 28473 348 15818 6277 7613 66927 
9 81-90 673 12333 95 8047 4267 2289 27704 
10 91-100 12 1457 7 1934 1347 281 5038 
 Total 40097 165480 2468 65854 22790 37470 334159 
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berkepribadian. Peningkatan Mutu dan Akses; Meningkatkan mutu 
pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk 
mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun; Meningkatkan 
ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya 
bagi masyarakat yang terpinggirkan.; Fokus kebijakan didasarkan 
pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi 
persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, 
penguatan praktik baik dan inovasi. 
Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata 
kelola dan pelibatan publik melibatkan publik dalam seluruh aspek 
pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti 
lapangan; Membantu penguatan kapasitas tata keloia pada birokrasi 
pendidikan di  daerah; Mengembangkan koordinasi dan kerjasama 
lintas sektor di tingkat nasional; Fokus kebijakan dimulai dari 
mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan datam 
tata ketota yang bersih, efektif dan efisien setta melibatkan publik. 
Dengan adanya hasil dari pemaparan tersebut diatas bisa kiía 
ketahui bahwa hampir semua Siswa Indonesia hanya menguasai 
pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara Iain banyak yang 
sampai levei 4, 5, bahkan 6, Rehabilitasi ruang kelas yang begitu 
banyak membutuhkan konsentrasi dan perhatian dari Pemerintah 
dengan sekenario seperti yang dijelaskan diatas, upaya peningkatan 
mutu pendidikan sudah dilakukan disemua lini baik dari pemerintah 
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pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota/kabupaten, 
serta hasil UKG yang belum memuaskan yang perlu tindak lanjut 
dari pemerintah agar mutu dari pendidikan menjadi lebih maju . 
Dalam hal ini sebagai evaluasi, acuan untuk pemerintah kabupaten 
karanganyar dalam kebijakan kedepannya, serta sebagai 
pembelajaran bagi Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
untuk memajukan pendidikan di Karanganyar (Notulen kegiatan DP 
di LPMP). Selain itu juga dalam pertemuan tersebut dipaparkan juga 
keadaan pendidikan dikaranganyar sebagai berikut: 
5) Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK Melalui 
Dana Bosda Di Kabupaten Karanganyar 
a) RPJMD Kabupaten Karanganyar 2013-2018, dengan 
"BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR" dan Misi 
- Membangun Infrastruktur Menyeluruh 
- Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri 
- Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan 
Kesehatan Gratis 
- Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat 
Pertumbuhan 
- Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya 
b) Pelaksanaan Misi ke 3 Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ 
SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis. Memberikan Bantuan 
Operasional Sekolah ( BOSDA Kepada Semua Satuan 
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Pendidikan Mulai dari Jenjang SD/ SMP/SMA/SMK, baik 
Sekolah Negeri Swasta,Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar 
Biasa, sejak tahun 2014 
c) Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 
SD BOSP : RP. 710.000/siswa/thn 
SMP BOSP : Rp.1.067.500/siswa/th 
SMA BOSP : Rp.1.974.000/siswa/th 
SMK BOSP : Rp.2.500.OOO/siswa/th 
(Difasilitasi oleh USAID Priority) 
d) BOSP Kab Karanganyar 2016 









1. SD/SDLB/MI 800.000  100.000 30.000 
2 SMP/SMPLB MTs 1.000.000 0 307.500 50.000 
3 SMA/SMALB/MA 1.200.000 0 774.000  
4 SMK 1.200.000 0 1.300.000 0 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
Tahun 2016 BOS PROV. UNTUK SD/MI/SDLB, SMP/MTs /SMPLB sudah tidak 




Tabel 4.5. Jumlah dana BOSDA Perubahan Tahun 2016 
No Tingkat 








1. SD/SDLB/MI 81.175 8.117.500.000 81.175 8.117.500.000 
2 SMP/SMPLB 38.502 1.839.365.000 38.502 1.839.365.000 
3. SMA/SMALB/ 12.928 10.006.272.000 12.928 10.006.272.000 
4. SMK 16.086 20.911.800.000 16.086 20.911.800.000 
 JUMLAH  50.874.937.000  50.874.937.000 
(Peraturan Bupati No.15 Th 2014) 
* Jumlah Siswa Tahun 2015 dan 2016 Asumsinya Sama Dan Akan disesuaikan 
Setelah PPDB Tahun 2016 
e) Penggunaan Dana BOS 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,BOSDA 
dapat digunakan: 
(1) Pengembangan Perpustakaan  
Pengadaan buku teks untuk memenuhi kekurangan rasio buku dan 
murid, serta mengganti buku teks yang rusak; Penambahan koteksi 
perpustakaan; Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, 
dan majaiah sastra; Akses informasi online; Pemeiiharaan buku/koleksi 
perpustakaan; Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan; 
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Pengembangan database perpustakaan; Pemetiharaan sarana 
perpustakaan. 
(2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 
Honorarium/Jasa atau lembur panitia; Penggandaan formulir, alat tulis 
kantor, dan konsumsi panitia; Biaya Masa Orientasi Sekotah (MOS); 
Psikotes/tes kesehatan sesuai kebutuhan. 
(3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa: 
Pengembangan pendidikan karakter dan keagamaan; Pemantapan 
persiapan ujian; Biaya lomba termasuk hadiahnya; Kegiatan pendidikan 
di luar kelas (outingclass) dan kunjungan lapangan/industri; Kegiatan 
OSIS; Pelaksanaan ekstra kurikuler olahraga, kesenian, karya ilmiah 
remaja, pramuka (kepanduan), palang merah remaja, prakarya siswa dan 
kegiatan lain yang belum dibiayai dari dana BOS Pusat; Usaha 
Kesehatan Sekolah (UKS) termasuk biaya pemeriksaan kesehatan; 
Penyusunan dan penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS); Kegiatan 
Ulangan dan Ujian: Ulangan Tengah Semester; Ulangan Akhir 
Semester/Kenaikan Kelas; Uji Kompetensi Keahlian; Ujian 
Sekolah/Ujian Nasional.Pembelian bahan-bahan habis pakai kebutuhan 
sehari-hari Peraiatan/bahan kebersihan; Peralatan listrik dan 
elektronika; Pembelian logistik harian.(Perbup No. 15 Th 2014) 
(4) Langganan daya dan jasa 
Biaya jasa/tagihan listrik/telpon/air/internet (fixed mobile), baik dengan 
cara beriangganan maupun prabayar; perbaikan sarana dan prasarana 
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Sekolah bagi kerusakan yang bersifat ringan, termasuk untuk pengadaan 
tralis, pengadaan sarana cuci tangan; pembayaran honorarium/jasa guru 
dan petugas sekolah yang belum  dibiayai dari dana BOS Pusat atau 
APBD Iainnya, seperti : Jasa GTT, PTT, Jasa Wali Kelas , Jasa 
Keamanan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru 
dan karyawan, seperti biaya kursus guru dan karyawan, biaya 
pendidikan dan pelatihan guru dan karyawan, biaya KKG, MGMP, 
KKKS, MKKS, kelompok profesi tenaga kependidikan, seminar, 
workshop, tokakarya, diskusi tematik, dan kegiatan tainnya yang 
sejenis; membantu siswa miskin; 
Pembiayaan pengelolaan dana BOSDA : Honorarium/Jasa Pengelola 
Manajemen Keuangan; Alat tulis kantor, penggandaan/fotokopi, surat 
menyurat, dan biaya transportasi dalam rangka mengirim laporan dan 
mengambil dana BOSDA di Bank. Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan sekolah/ madrasah; pengadaan alatíbahan Praktek Peraga 
Siswa; pengadaan Meubelair; Pengembangan Manajemen 
Sekolah/Madrasah persiapan akreditasi/PKKS; persiapan, pelaksanaan, 
dan review ISO; penyusunan RKS/RKAS dan RKT/RAPBS. 
Pengelolaan Sekolah Adiwiyata pengadaan dan perawatan 
tanaman/hewan; Pengadaan dan perawatan greenhouse/sangkar; 
pengadaan/rehabifitasi KM/WC dan sanitasi (Perbup 15 tahun 2014). 
f) Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Dengan Adanya Pembiayaan 
Pendidikan Melalui Bosda  
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Tabel 4.6. Capaian angka partisipasi sekolah 
No Indikator Kerja 
2014 2015 
Siswa Capaian Siswa Capaian 
1. SD/MI/SDLB/Paket A 81.652 114,74 % 81.175  
2. SMP/MTs/SMPLB/ 37.341  38.502  
3. SMA/SMK/MA/SMAL 
B/Paket C 
24.247 70 % 29.015  
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
b. Penguatan Forum Komite Sekolah 
Workshop penguatan forum Komite sekolah Kabupaten 
Karanganyar, dilaksanakan tanggal 23 maret 2016 di Aula Kantor Dinas 
Pendidikan Kab Karanganyar. Dalam rangka penguatan forum komite 
sekolah di Kab Karanganyar maka perlu dijelaskan kembali peran 
penting komite sekolah, meliputi Pengertian, Kedudukan, tujuan 
dibentuk komite sekolah, sebagai berikut (Keputusan menteri 
pendidikan nasional nomor 044/11/2002 tanggal 2 april 2002): 
1) Pengertian, Nama, dan Ruang Lingkup 
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran 
serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan 
etisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada 
pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur 
pendidikan luar sekolah. 
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Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, 
Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekotah, Dewan 
sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama 
lain yang disepakati. Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah 
yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan 
sesuai dengan acuan ini. 
2) Kedudukan dan Sifat 
Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite 
Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa 
satuan pendidikan dałam jenjang yang sama, atau beberapa satuan 
pendidikan yang berbedajenjang tetapi berada pada lokasi yang 
berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu  
penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Badan 
ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan 
lembaga pemerintahan. 
3) Tujuan Komite Sekolah bertujuan untuk: 
a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 
dałam melahirkan kebijakan operasional dan program 
pendidikan di satuan pendidikan; 
b) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dałam 
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 
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c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 
demokratis dałam penyelenggaraan dan peiayanan pendidikan 
yang bermutu di satuan pendidikan. 
4) Peran Dan Fungsi Komite Sekolah berperan sebagai: 
a) Pemberi pertimbangan dałam penentuan dan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; 
b) Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun 
tenaga dałam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 
c) Pengontrol dałam rangka transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; 
d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 
satuan pendidikan. 
Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut: 
a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 
b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat 
(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan 
pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu; 
c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 
d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 
satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program 
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pendidikan; Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah 
(RAPBS); kriteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga 
kependidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang 
terkait dengan pendidikan;  
e) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi datam 
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 
pendidikan; 
f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 
g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 
program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan 
pendidikan. 
5) Organisasi 
Keanggotaan Komite Sekolah terdiri ataş: Unsur masyarakat dapat 
berasal dari: orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh 
pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga 
pendidikan; wakil alumni; wakil peserta didik. Unsur dewan guru, 
yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan 
Deşa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah 
(maksimal 3 orang). Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 
berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal. 
6) Tata Hubungan Antar Organisasi 
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Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, 
Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam 
pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan 
pendidikan lain bersifat koordinatif. Selain itu pada kesempatan 
pertemuan ini coordinator forum komite sekolah tingkat kecamatan 
dihidupkan kembaii, guna mempercepat informasi dan komunikasi 
ditingkat sekolah, agar sekecil apapun informasi tentang sekolah dan 
tentang mutu atau penyelenggaraan pendidikan ditiap sekolah bisa 
lebih terpantau (notulen hasil workshop Dewan Pendidikan). 
3 Monitoring ujian Nasional dan PPDB, sebagai pengontrol (Controling 
Agency) transparansi akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan 
a. Monitoring Ujian Nasional 
Sesuai dengan Peran Dewan Pendidikan dalam bidang 
Pengontrol (controlling agency) maka Dewan Pendidikan juga ikut 
dalam monitoring Ujian nasional SMA 4-7 Aprii 2016 dan SMP 9-12 
mei 2016 sederajat telah dilaksanakan dengan lancar, Dewan 
Pendidikan memonitoring mengikuti jadwal monitoring dari Dinas 
Pendidikan Kab Karanganyar. Sebagai gambaran di SMP Negeri 2 
Karanganyar, pada hari pertama ujian nasional. Sebelum memasuki 
ruang ujian, para peserta ujian berbaris rapi di depan kelas dan masuk 
satu persatu untuk duduk dibangku sesuai nomor peserta. 
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar (Disdikpora), Sutarno, mengatakan di Kabupaten 
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Karanganyar, pelaksanaan ujian nasionat tahun 2016 diikuti sebanyak 
105 SMP/ MTS, SMPLB, dengan jumlah peserta ujian sebesar 12.303 
murid. Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama, Bahasa 
Indonesia, hari kedua Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris, dan hari 
keempat 11mu Pengetahuan Alam (IPA). Selain itu, pelaksanaan ujian 
nasional ini juga diikuti 13 pendidikan kesetaraan paket B, dengan 
jumlah 389 orang.(Disdikporakabkra.go.id) 
Di Kabupaten Karanganyar sudah banyak yang memakai sistem 
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 
(http://unbk.kemdikbud.go.id/). Ujian Nasional Berbasis Komputer 
(UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBI) adalah sistem 
pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai 
media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem 
ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test(PBT) yang selama 
ini sudah berjatan. 
Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 
2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP 
Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada 
kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin 
mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi 
Informasi dan Komunikasi). Selanjutnya secara bertahap pada tahun 
2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 
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556 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 
SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri. 
Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-
online yaitu soal dikirim clari server pusat secara online melalui jaringan 
(sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani 
oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim 
kembali clari server lokal (sekolah) ke server pusat secara 
online(upload). Diantara peserta UNBK Kab Karanganyar adalah 
sebagai beriku, Tingkat SMA/MA dan SMK ( www.karanganyar.go.id): 
Tabel 4.7. Sekolah Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 
No  Provinsi   Kabupaten  Nama Sekolah 
1 Jawa Tengah Karanganyar Sma Negeri Colomadu 
2 Jawa Tengah Karanganyar Sma Negeri Gondangrejo 
3 Jawa Tengah Karanganyar Sma Negeri 1 Karanganyar 
4 Jawa Tengah Karanganyar Sma Negeri 2 Karanganyar 
5 Jawa Tengah Karanganyar Sma Negeri Mojogedang 
6 Jawa Tengah Karanganyar Smk Negeri 1 Karanganyar 
7 Jawa Tengah Karanganyar Smk Negeri 2 Karanganyar 
8 Jawa Tengah Karanganyar Smk Negeri Jumantono 
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9 Jawa Tengah Karanganyar Smk Negeri Jatipuro 
10 Jawa Tengah Karanganyar Smk Negeri Jenawi 
11 Jawa Tengah Karanganyar SMK Adi Sumarmo 
12 Jawa Tengah Karanganyar SMK Bhakti Karya 
13 Jawa Tengah Karanganyar SMK Bhina Karya 
14 Jawa Tengah Karanganyar SMK Bina Bangsa 
15 Jawa Tengah Karanganyar SMK Muhammadiyah 2 
16 Jawa Tengah Karanganyar SMK PGRI 1 
17 Jawa Tengah Karanganyar SMK Penda 2 
18 Jawa Tengah Karanganyar SMK Plus Bhakti Oetama  
19 Jawa Tengah Karanganyar SMK Satya Karya 
20 Jawa Tengah Karanganyar SMK Tunas Muda 
21 Jawa Tengah Karanganyar Smk Wikarya 
22 Jawa Tengah Karanganyar SMK Muhammadiyah 6 
23 Jawa Tengah Karanganyar SMK Kanisius Bharata 
24 Jawa Tengah Karanganyar SMK AL HUDA 
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25 Jawa Tengah Karanganyar SMK Adiwiyata 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk 
memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah 
Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, 
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Theologi 
Kristen dan Sekolah Menengah Kejuruan, sekaligus sebagai sarana 
dalam mengevaluasi mutu pendidikan perlu dilakukan analisis dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (Kasubag Perencanaan 
Disdikpora Kab Karanganyar). 
Dasar pelaksanaan Ujian Nasional adalah  Undang — Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang—Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar 
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
Permendikbud No. 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan 
Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian 
Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. 
Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 
0020/P/BSNP/I/2014 tentang Prosedur Operasi Standar 
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, 
SMALB dan SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, 
Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C 
Kejuruan Tahun Pelajaran 2015/2016. Keputusan Bupati Karanganyar 
Nomor 900/495 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang 
Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah/Madrasah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015/2016. 
Tujuan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik; Mengukur mutu 
pendidikan di tingkat kabupaten karanganyar dan sekolah /madrasah do 
Kabupaten Karanganyar; Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan 
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pendidikan di Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat. Serta 
manfaat dari Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional ini 
adalah mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik 
di Kabupaten Karanganyar; Sebagai pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Karanganyar. 
Data Kelulusan Ujian Nasional Setiap Satuan Pendidikan 
Negeri/Swasta, Negeri, Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016, kelulusan 
Ujian Nasional meliputi Jumlah Peserta Terdaftar, Mengikuti, Lulus, 
Tidak Lulus dalam pelaksanaan Ujian Nasional Kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2015/2016 (analisis UN Disdikpora). 
 
Tabel 4.8. Jumlah Peserta Terdaftar, Mengikuti, Lulus dan Tidak Lulus 










  % 
1 SMP 10,393 0,393 100  0 
2 MTs 1,937 1,937 100 0 0 
 Jumlah 12,330 12,330 100 0 0 
4 SMPLB 5 5 100 0  
5 SMALB 17 17 100  0 
6 SMA 2.768 2.768 100 0 0 
 a. IPA 1.323 1.323 100 0 0 
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 b. IPS 1 .445 I -445 100   
 Jumlah 2.768 2.768 100 0  
7 MA 531 531 100   
 a. IPA 219 219 100 0  
 b. IPS 258 258 100 0  
 c. Agama 54 54 100 0  
 Jumlah 531 531 100   
 Jumlah 6+7 3.298 3.298 100   
8 SMK 4.153 4.150 100 0  
TOTAL 19.806 19.806 19.806 0  
  (Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
Tabel 4.9. Nitai Rata-rata Ujian Nasional pada SNIP Negeri dan Swasta 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta  
1 Bahasa Indonesia 77,76 70,1 75,11 
2 Bahasa Inggris 54,87 47,55 52,33 
3 Matematika 49,31 42,29 46,88 
4 IPA 56,46 49,31 53,99 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
Tabel 4.10. Nilai Rata-rata UN MTS Negeri dan Swasta Tahun 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta  
I Bahasa Indonesia 76,31 71,1 72,19 
2 Bahasa Inggris 51,03 48,24 48,82 
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3 Matematika 43 42,87 42,99 
4 IPA 53,07 49,67 50,37 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
Tabel 4.11. Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada SMPLB Negeri dan Swasta 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta  
1 Bahasa Indonesia  56,33 56,33 
2 Bahasa Inggris  56,00 56,00 
3 Matematika  76,67 76,67 
4 IPA  43,33 43,33 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
Tabel 4.12. Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada SMA IPA Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
1 Bahasa Indonesia 79,15 71,88 78,42 
2 Bahasa Inggris 61,38 54,62 60,71 
3 Matematika 48,41 53,60 48,93 
4 Fisika 56,40 59,66 56,72 
5 Kimia 50,60 39,49 49,49 
6 Biologi 50,08 42,82 54,76 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
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Tabel 4.13. Nifai Rata-rata Ujian Nasional pada SMA IPS Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
1 Bahasa Indonesia 74,26 65, 76 71,23 
2 Bahasa Inggris 53,46 46,73 51,06 
3 Matematika 49,21 38,54 45,40 
4 Ekonomi 55,85 43,93 55,17 
5 Sosiologi 61,06 49,11 56,79 
6 Geografi 52,70 45,03 49,96 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
 
Tabel 4.14. Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada MA IPA Negeri dan Swasta 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
I Bahasa Indonesia 77,14 81,10 78,46 
2 Bahasa Inggris 51,63 63,01 55,42 
3 Matematika 30,73 40,84 34,10 
4 Fisika 42,17 42,82 42,39 
5 Kimia 45,07  46,47 
6 Biologi 51,45 49,36 50,75 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
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Tabel 4.15. Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada MA IPS Negeri dan Swasta 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
No  Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
I Bahasa Indonesia 69,30 74, 14 71,72 
2 Bahasa Inggris 42,97 43,34 43,15 
3 Matematika 73 52,75 43,74 
4 Ekonomi 43,41 43,00 43,20 
5 Sosiologi 50,06 62,19 55,62 
6 Geografi 42,90 49,74 46,32 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
 
Tabel 4.16. Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada MA Keagamaan Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No  Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
1 Bahasa Indonesia 76,93  76,93 
2 Bahasa Inggris 50,31  50,31 
3 Matematika 42,83  42,83 
4 Fikih 67,78  67,78 
5 Tafsir 68,61  68,61 
6 Hadis 64,24  64,24 
(Kasubag Perencanaan Disdikpora Kab Karanganyar) 
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Tabel 4.17. Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada SMK Negeri dan Swasta 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
No  Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
I Bahasa Indonesia 74,42 67,19 68,19 
2 Bahasa Inggris 54,04 49,65 49,65 
3 Matematika 53,04 41,45 41,45 
4 Kompetensi Keahlian 77,60 82,64 82,64 




Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik dalam Ujian 
Nasional pada tabel dibawah ini disajikan hasil kelulusan peserta didik. 











1 SMP 9.785 9.785 100 0  
2 MTs 1.745 1.745 100  0 
 Jumlah 11.530 11.530 100,00   
4 SMPLB 27 27 100 0  
5 SMALB 11 11 100  o 
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6 SMA a. IPA   100,00   
 b. IPS 1.464 1.458 99,60 6 0,40 
 c. Bahasa      
 Jumlah 2.918 2.912 99,80 6 0,20 
7 MA a.IPA 291 290 99,66 1 0,34 
 b. IPS 59 59 100 0 0 
 c. Keagamaan 601 599 75 2 0,25 
 Jumlah 951 948 99,68 3 0,32 
 Jumlah 5+6 3.944 3.935 99.97 9 0.03 
8 SMK 7.463 7.454 99,87 9 0,13 
TOTAL 22.900 22.884 99.93 18 7 
(Analisis UN dari Disdikpora) 
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Ujian Nasional Tahun 
Pelajaran 2014/2015 jumlah kelulusan pada Ujian Nasional pada Jenjang 
SMP mengalami peningkatan yaitu 0,11% dari 99,89% pada Ujian Nasional 
tahun pelajaran 2013/2014 menjadi 100,00% pada Ujian Nasional tahun 
pelajaran 2014/2015. Pada jenjang MTs juga mengalami peningkatan 
0.67% yaitu dari 99,33 % pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 
menjadi 100% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015. Angka 
kelulusan pada Ujian Nasional pada Jenjang SMA mengalami penurunan 
0,16% yaitu dari 99,96% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 
menjadi 99,80% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015, 
sedangkan kelulusan pada Ujian Nasional padajenjang MA mengalami 
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penurunan 0,32% yaitu dari 100% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 
2013/2014, menjadi 99,68% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 
2014/2015. Pada satuan Pendidikan SMK angka kelulusan mengalami 
sedikit peningkatan 0,64% yaitu dari 99,33 % pada Ujian Nasional tahun 
pelajaran 2013/2014 menjadi 99,97% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 
2014/2015. 











1 SMP 10,393 10,393 100  0 
2 MTs 1,937 1,937 100 0  
 Jumlah 12,330 12,330 100 0  
4 SMPLB 5 5 100 0 0 
5 SMALB 17 17 100   
6 SMA      
 a. IPA 1.323 1.323 100 0  
 b. IPS 1.445 I .445 100   
 Jumlah 2.768 2.768 100  0 
7 MA      
 a. IPA 219 219 100 0  
 b. IPS 258 258 100 0  
87 
 
(Analisis UN dari Disdikpora) 
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Ujian Nasional Tahun 
Pelajaran 2015/2016 jumlah kelulusan pada Ujian Nasional dapat 
mempertahankan prestasinya yaitu 100% pada Ujian Nasional tahun 
pelajaran 2014/2015 tetap menjadi 100% pada Ujian Nasional tahun 
pelajaran 2015/2016. Pada jenjang MTs juga dapat mempertahankan 
prestasinya yaitu 100% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 
tetap menjadi 100% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016. Angka 
kelulusan pada Ujian Nasional pada Jenjang SMA mengalami peningkatan 
yaitu dari 99,80 % pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 menjadi 
100 % pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016, sedangkan 
kelulusan pada Ujian Nasional pada jenjang MA dapat mengalami 
peningkatan prestasinya 0,32% yaitu dari 99,68% pada Ujian Nasional 
tahun pelajaran 2014/2015 menjadi lulus 100% pada Ujian Nasional tahun 
pelajaran 2015/2016. Pada satuan Pendidikan SMK angka kelulusan 
mengalami peningkatan 0,05 yaitu dari 99,87 % pada Ujian Nasional tahun 
pelajaran 2014/2015 menjadi 100% pada Ujian Nasional tahun pelajaran 
2015/2016 (analisis UN dari Disdikpora). 
 c.Keagamaan 54 54 goo   
 Jumlah 531 531 100 0  
 Jumlah 6+7 3.298 3.298 100 0  
8 SMK 4.153 4.153 roo   
TOTAL 19.806 19.806 19.806 4 0 
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Analisis Hasil Ujian Nasional. Untuk mengetahui tarap pencapaian 
tujuan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 secara kualitatif antara 
Iain meliputi : 
l) Pemerataan Mutu Pendidikan 
a) Indikator Pemerataan Mutu. Untuk mengetahui keberhasilan usaha 
pemerataan kualitas pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat dari 
perbedaan Nilai. Ujian Nasional yang diperoleh peserta didik dari sekolah 
negeri dan swasta. Indikatornya adalah sebagai berikut : Jika perbedaan 
Nilai Ujian Nasional yang diperoleh peserta didik cukup tajam, misalnya 
2,00 (dua koma nol), berarti bahwa hasil usaha pemerataan mutu 
pendidikan masih belum memadai dan pembinaan perlu ditingkatkaan. 
Jika perbedaan Nilai Ujian Nasional yang diperoleh peserta didik cukup 
setara atau terdapat perbedaan yang relatif kecil, berarti bahwa hasil usaha 
pemerataan mutu pendidikan yang selama ini dilaksanakan sudah 
memadai. 
b) Hasil yang diperoleh. Hasil pengolahan sensus Nilai Ujian Nasional 
disajikan pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 420. Nilai UN SMP Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta Rata 
rata 
1 Bahasa Indonesia 77,76 70,1 75,11 
2 Bahasa Inggris 54,87 47,55 52,33 
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3 Matematika 49,31 42,29 46,88 
4 IPA 56,46 49,31 53,99 
  (Analisis UN dari Disdikpora) 
Tabel 4.20 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau terdapat perbedaan yang relatif 
kecil, berarti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan yang selama 
ini dilaksanakan sudah memadai. 
Tabel 4.21. Nilai Ujian Nasional pada MTS Negeri dan Swasta Tahun 
Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta Rata rata 
1 Bahasa Indonesia 76,31 71,1 72,19 
2 Bahasa Inggris 51,03 48,24 48,82 
3 Matematika 43,42 42,87 42,99 
4 JPA 53,07 49,67 50,37 
(Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.21 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau terdapat perbedaan yang 
relatifkecil, beratti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan yang 
selama ini dilaksanakan sudah memadai. 
Tabel 4.22. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada SMA IPA Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta Rata rata 
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I Bahasa Indonesia 79,15 71,88 78,42 
2 Bahasa Inggris 61,38 54,62 60,71 
3 Matematika 48,41 53,60 48,93 
4 Fisika 56,40 59,66 56,72 
5 Kimia 50,60 39,49 49,49 
6 Biologi 50,08 42,82 54,76 
(Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.22 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau terdapat perbedaan yang 
relatifkecil, berarti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan yang 
selama ini dilaksanakan sudah memadai. 
Tabel 4.23. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada SMA IPS Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta Rata rata 
1 Bahasa Indonesia 74,26 65,76 71,23 
2 Bahasa Inggris 53,46 73 51,06 
3 Matematika 49,21 38,54 45,40 
4 Ekonomi 55,85 43,93 55,17 
5 Sosiologi 61,06  56,79 
6 Geografi 52,70 45,03  
    (Analisis UN dari Disdikpora)  
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Tabel 4.23 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau relatif kecil, berarti hasil 
usaha pemeratan mutu pendidikan selama ini sudah memadai. 
Tabel 4.24. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada MA IPA Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta Rata rata 
1 Bahasa Indonesia 77,14 81,10 ÿ8,46 
2 Bahasa Inggris 51,63 63,01 55,42 
3 Matematika 30,73 40,84 34,10 
4 Fisika 42,17 42,82 42,39 
5 Kimia 45,07 49,28 46,47 
6 Biologi 51,45 49,36 50,75 
  (Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.24 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau terdapat perbedaan yang 
relatif kecil, berarti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan yang 
selama ini dilaksanakan sudah memadai. 
Tabel 4.25. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada MA IPS Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No  Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
 Bahasa Indonesia 69,30 74, 14 71,72 
2 Bahasa Inggris 42,97 43,34 43,15 
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3 Matematika 34,73 52,75 43,74 
4 Ekonomi 43,41 43,00 43,20 
5 Sosiologi 50,06 61,19 55,62 
6 Geografi 42,90 49,74 46,32 
  (Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.25 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau terdapat perbedaan yang 
relatif kecil, berafti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan yang 





Tabel 4.26. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada MA Keagamaan Negeri 
dan Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta N+S 
I Bahasa Indonesia 76,93  76,93 
2 Bahasa Inggris 50,31  50,31 
3 Matematika 42,83  42,83 
4 Fikih 67,78  67,78 
5 Tafsir 68,61  68,61 
6 Hadis 64,24  64,24 
       (Analisis UN dari Disdikpora) 
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Tabel 4.26 menunjukkan bahwa rata-rata Nilai UN hanya ada pada 
madrasah negeri, berarti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan 
yang selama ini dilaksanakan belum memadai, sehingga perlu didorong 
untuk madrasah swasta untuk membuka program Keagamaan. 
Tabel 4.27. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada SMK Negeri dan 
Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Mata Pelajaran Negeri Swasta  
I Bahasa Indonesia 74,42 67,04 68,19 
2 Bahasa Inggris 54,04 48,84 49,65 
3 Matematika 53,03 39,30 41,45 
4 Kompetensi 77,60 83,57 82,64 
(Analisis UN dari Disdikpora) 
 
Tabel 4.27 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata Nilai Ujian Nasional 
sekolah negeri dan swasta cukup setara atau terdapat perbedaan yang 
relatif kecil, berarti bahwa hasil usaha pemeratan mutu pendidikan yang 
selama ini dilaksanakan sudah memadai. 
Untuk mengetahui keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan dasar 
dan menengah dapat dilihat dari perbedaan nilai Ujian Nasional yang 
diperoleh peserta didik dalam beberapa tahun. Indikatornya adalah 
sebagai berikut : 
(1) Jika grafik perkembangan nilai Ujian Nasional dari tahun ke tahun 
menurun, maka usaha peningkatan mutu pendidikan yang 
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dilaksanakan dinilai belum berhasil 
(2) Jika grafik perkembangan nilai Ujian Nasional dari tahun ke tahun 
mengalami fluktuasi, maka usaha peningkatan mutu pendidikan 
yang dilaksanakan dinilai belum mantab hasilnya. 
(3) Jika grafik perkembangan nilai Ujian Nasional dari tahun ke tahun 
selalu meningkat atau minimal konstan pada tingkat daya serap yang 
tinggi, maka usaha peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan 
dinilai sudah cukup berhasil. 
Perkembangan nilai rata-rata Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 
sampai dengan tahun pelajaran 2015/2016 akan disajikan pada tabel 




Tabel 4.28. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada SMP 
Tahun 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
1 Bahasa Indonesia 7,98 7,38 75,11 
2 Bahasa Inggris 6,47 5,70 52,33 
3 Matematika 6,29 5,32 46,88 
4 IPA 6,73 5,88 53,99 
      (Analisis UN dari Disdikpora) 
Tabel 4.29. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada MTS 
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
1 Bahasa Indonesia 7,69 7,17 72,19 
2 Bahasa Inggris 6,15 5,42 48,82 
3 Matematika 5,97 4,70 42,99 
4 IPA 6,34 5,62 50,37 





Tabel 4.30. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada SMA 
IPA Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-ratq 
13/14 14/15 15/16 
1 Bahasa Indonesia 7,52 7,62 78,42 
2 Bahasa Inggris 7,39 6,16 60,71 
3 Matematika 6,88 6,55 48,93 
4 Fisika 6,90 6,21 56,72 
5 Kimia 6,94 6,31 49,49 
6 Biologi 7,02 6,65 54,76 
(Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.31. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada SMA IPS 
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
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 1 Bahasa Indonesia 6,94 7,28 71,23 
2 Bahasa Inggris 6,96 6,17 51,06 
3 Matematika 6,29 6,15 45,40 
 4 Ekonomi 6,93 6,46 55,17 
5 Sosiologi 6,93 6,93 56,79 
6 Geografi 6,36 6,88 49,96 
(Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.32. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada MA IPA 
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
1 Bahasa Indonesia 7,93 8,08 78,46 
2 Bahasa Inggris 7,44 6,65 55,42 
3 Matematika 6,39 6,09 34,10 
4 Fisika 6,49 6,02 42,39 
5 Kimia 7,19 6,06 46,47 
6 Biologi 6,87 6,86 50,75 
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(Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.33. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada MA IPS 
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
I Bahasa Indonesia 7,36 7,37 71,72 
2 Bahasa Inggris 6,68 6,08 43,15 
3 Matematika 6,15 5,69 43,74 
4 Ekonomi 6,28 5,94 43,20 
5 Sosiologi 7,17 6,88 55,62 
6 Geografi 6,40 6,72 46,32 
(Analisis UN dari Disdikpora)  
Tabel 4.34. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada MA 
Keagamaan Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
1 Bahasa Indonesia 7,50 7,73 76,93 
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2 Bahasa Inggris 6,87 6,38 50,31 
3 Matematika 6,36 5,63 42,83 
4 Fikih 7,57 7,21 67,78 
5 Tafsir 7,62  68,61 
6 Hadist 7,22 7,67 64,24 
Analisis UN dari Disdikpora  
Tabel 4.35. Perkembangan Nilai Ujian Nasional rata-rata pada SMK 
Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d 2015/2016 
 
No Mata Pelajaran 
Nilai Ujian Nasional Rata-rata 
13/14 14/15 15/16 
1 Bahasa Indonesia 7,36 7,50 70,73 
2 Matematika 6,66 5,34 51 
3 Bahasa Inggris 5,77 4,68 46,165 
  (Analisis UN dari Disdikpora) 
Hasil yang diperoleh pada Ujian Nasional tahun pelajaran 
2015/2016 untuk Kabupaten Karanganyar pada pencapaian daya serap 
terhadap kurikulum dapat dikategorikan pada ranking papan tengah 
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dengan daya serap antara 42,50 — 69,90 % meskipun ada beberapa yang 
diatas 70,00%, jadi masih perlu pemantapan dan peningkatan untuk 
dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. 
Analisis dan Evaluasi tentang pelaksanaan Ujian Nasional 
Tahun Pelajaran 2015/2016 bertujuan untuk mempersiapkan 
pelaksanaan kegiatan pada tahun depan menjadi lebih baik, maka 
hendaknya upaya yang membangun ini dapat dicermati yang pada 
akhirnya dimasa mendatang pelaksanaan Ujian Nasional akan lebih 
baik. 
Pada pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 
berjalan relatif lancar dan tidak ada kendala yang berarti, namun 
demikian perlu peningkatan dalam segala hal sehingga pelaksanaan 
Ujian Nasional berikutnya depan berjalan lebih baik lagi. 
b. Monitoring PPDB 
Dewan Pendidikan Kab Karanganyar ikut berpatisipasi dalam 
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2016, dari masing masing 
anggota tetap siaga dalam wilayah kerja atau tempat tinggatnya apabita 
sewaktu waktu dapat masukan atau laporan dari masyarakat langsung 
diinfokan ke ketua Dewan dan ditindaklanjuti ke dinas Pendidikan 
maupun Bupati kab Karanganyar agar menjadi perhatian Dinas dan 
Pimpinan terkait. Diantaranya sebagai berikut: 
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1) di beberapa Sekolah dasar di kecamatan Karanganyar, ada yang 
kelebihan murid ada yang kekurangan murid. Hal ini terkait saling 
menjual sekolahnya tanpa membatasi kuota. 
2) di SMA Swasta ada yang menarik iuran kesiswa dengan total 
mencapai Rp 2.200.000,- per siswa baru, padahal dalam era 
pendidikan gratis di Kab Karanganyar hal tersebut tidak 
diperbolehkan. Selain itu sekotah ini selain ikut PPDB online juga 
menjaring muridnya tewat PPDB offline. 
3) di salah satu MA di Karanganyar menarik Iuran infak wajib 
pembangunan masjid ke Siswa baru Rp 1.000.000. 
Dengan laporan dan kenyataan tersebut maka Dewan 
Pendidikan setain melaporkan instansi terkait ke Dinas dan Bupati juga 
untuk kepentingan PPDB yang akan datang merekomendasikan hal hal 
sebagai berikut: 
1) Perlu penataan kota kelas khususnya SD agar terjadi pemerataan 
siswa. 
2) Rekomendasi pertama tersebut juga berlaku bagi SD Swasta. 
3) Penegakan aturan PPDB yang jelas, karena selama ini instansi yang 
melanggar hanya diberi peringatan dan berpotensi mengulangi di 
masa yang akan datang. PPDB online perlu dikaji ulang khususnya 
SMK karena tiap tiap SMK memiliki bidang dan keahlian sendiri 




4 Identifikasi faktor penunjang dan penghambat program Dewan 
Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
Dalam rangka memanajemen Pendidikan Karanganyar yang lebih 
maju Peran semua stake holder termasuk Dewan Pendidikan tidak bisa 
diremehkan, dengans aling mendukung dan kerja sama yang baik maka 
prestasi kemajuan pendidikan akan lebih mudah diraih. Berdasarkan pada 
wawancara dengan ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
berikut adalah beberapa faktor pendukung atau penunjang dan penghambat 
program Dewan Pendidikan: Faktor penunjang diantaranya: 
a. Kekompakan para anggota Dewan Pendidikan; 
b. Profesionalisme Anggota Dewan Pendidikan dalam bekerja 
c. Adanya anggaran dari APBD setempat untuk setiap program Dewan 
Pendidikan; 
d. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam setiap program Dewan 
Pendidikan baik dukungan pendanaan program maupun sarana 
prasarana.  
Sedangkan faktor penghambat program adalah sebagai berikut : 
Jumlah anggota Dewan Pendidikan terbatas hanya 11 orang; Ruang lingkup 
yang luas yaitu 1 Kabupaten Karanganyar, menyulitkan pemantauan mutu 







Program Dewan Pendidikan bulan Januari-Juni 2016 dalam rangka 
memajukan pendidikan meliputi: 1) Pendampingan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 2) Penguatan hubungan Kelembagaan Dewan Pendidikan dengan 
Pihak yang berkepentingan; 3) Monitoring ujian Nasional dan PPDB. 
Pelaksanaan Program sukses dilaksanakan dengan rekomendasi diantaranya: 
Pembentukan Dinas cabang Pendidikan SMA/SMK di Kab/Kota; Pengaktifan 
kembali koordinator Forum Komite Sekolah per kecamatan; Penegasan 
pemberian sanksi bagi pelanggar pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 
(PPDB). Yang didukung dengan faktor penunjang program yaitu: kekompakan 
anggota, profesionalisme anggota, dukungan anggaran dari APBD; sedangkan 
faktor penghambat meliputi keterbatasan anggota hanya 11 orang, lingkup yang 
luas se- Kabupaten sehingga menyulitkan pemantauan mutu pendidikan. 
B. Rekomendasi 
Bagi Pemerintah kabupaten Karanganyar agar dalam penyusunan APBD, 
agar disertakan dukungan yang lebih baik kepada Dewan Pendidikan agar dałam 
pencapaian pembangunan bidang pendidikan di kabupaten Karanganyar lebih 
optimal ; Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar: Agar lebih sering 
berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan, karena kegiatan yang diampu Dinas 
Pendidikan lebih banyak bersinggungan dengan Dewan Pendidikan. 
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Bagi Dewan Pendidikan: Agar lebih aktif lagi dalam setiap kegiatan yang 
berkaitan dengan pendidikan, tidak segan dalam memberi masukan kepada 
STAKE HOLDER para pemangku kebijakan bidang pendidikan, kerja sama 
yang baik dengan komite sekolah sehingga informasi daci sekolah lebih bisa 
lebih cepat ditangani. 
Bagi Peneliti: Dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
Dewan Pendidikan Kab Karanganyar, agar melanjutkan pembahasan program di 
semester 2 tahun 2016. Sehingga dapat mengontrol mutu kinerja dari dewan 
Pendidikan, agar kedepannya lebih aktif dan lebih baik dalam pelayanannya di 
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A. Pedoman Pengamatan 
1. Proses Pelaksanaan Program Dewan Pendidikan yang berada dalam bulan 
penelitian yaitu bulan April – Juli 
2. Pengoptimalan penggunaan sarana prasarana milik Pemerintah 
3. Komunikasi yang baik antara stake holder bidang pendidikan dalam setiap 
kegiatan 
B. Pedoman Pengamatan untuk Dinas Pendidikan Kab. Karanganyar 
1. Perhatian Dinas Pendidikan terhadap Pendidikan yang menempatkan 
Dewan Pendidikan sebagai mitra kerja 
2. Respon Dinas Pendidikan terhadap keberadaan Dewan Pendidikan 
3. Penerapan kebijakan yang mendukung keberadaan Dewan Pendidikan 
C. Pedoman Wawancara untuk Ketua Dewan Pendidikan 
1. Persiapan yang dilakukan ketua sebelum memulai sebuah kegiatan/program 
2. Habatan dan tantangan dalam pelaksanaan program 
3. Tanggapan Ketua Dewan Pendidikan terhadap program yang dijalankan 
D. Pedoman Dokumentasi 
1. Surat Keputusan dari Bupati 
2. Profil Dewan Pendidikan 
3. Notulen Rapat Pleno Dewan Pendidikan 





A. Catatan dokumentasi di Kantor Dewan Pendidikan 
Hari : Jum’at, 8 April 2016 
Pukul  : 13.00-15.00 WIB 
Tempat : Kantor Dewan Pendidikan 
Informan : Ketua Dewan Pndidikan 
Hari ini peneliti melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pendidikan 
dengan tujuan melakukan observasi dokumen- dokumen yang berkenaan 
dengan program Dewan Pendidikan periode 2016 dari bulan Januari. 
Ketika datang peneliti langsung disambut oleh karyawannya yang 
bernama Septian. Dan peneliti ke ruang Ketua Dewan Pendidikan BP.Tjuk 
Susilo. 
Peneliti : Assalamu’alaikum, selamat pagi bapak. 
Bp Tjuk : Wa’alaikum sallam. Selamat pagi mas. 
Peneliti : Bapak, saya sedang melakukan penelitian tentang program Dewan 
Pendidikan atau kegiatan dari Dewan Pendidikan, sesuai dengan 
surat permohonan ijin meneliti yang telah saya sampaikan. 
Bp.Tjuk : ya mas, apa yang bisa saya bantu untuk penelitian saudara? 
Peneliti : Saya membutuhkan file-file, dokumen program kerja dari bulan 
Januari sampai sekarang bapak, ditambah rencana kerja sampai 
bulan Juni 2016. 
Bp. Tjuk : oo iya mas, insyaalloh bisa saya bantu. Di ruangan ini ada buku-
buku tentang Dewan Pendidikan, tentang program dan juga arsip-
arsip dari setiap kegiatan, insyaalloh bisa dianfaatkan. Sedang ruang 
sebelah ada computer dan filenya dalam bentuk softcopy bisa 
dimanfaatkan juga. 
Peneliti : Terima kasih Bapak, atas kerja samanya. 
Bp. Tjuk : Sama-sama mas, silahkan dilanjutkan untuk observasinya 
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Selanjutnya peneliti melakukan observasi dan analisis dokumen yang 
diperlukan untuk penelitian serta mereduksi data agar sesuai dengan yang 
diteliti. 
 
B. Catatan Dokumentasi di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kab.Karanganyar 
Hari : Senin, 18 Juli 2016 
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Informan : Kasubag Perencanaan 
Hari ini peneliti melakukan ke Kantor Dinas Pendidikan Pemudan dan 
Olahraga dengan tujuan melakukan observasi dokumen yang berkenaan dengan 
ujian nasional tahun 2016 beserta kemajuan yang telah diperoleh. 
Ketika datang peneliti menuju bagian Lobby dan bertanya ruangan 
bagian Perencanaan. Dan peneliti ditujukan ke ruang tersebt bertemu dengan 
Bp. Tulus yang membidangi perencanaan. 
Peneliti : Assalamu’alaikum, selamat pagi Bapak. 
Bp. Tulus : Wa’alaikumsallam, selamat pagi mas. Ada yang bisa kami bantu? 
Peneliti : Begini Bapak, saya sedang melakukan penelitian tentang program 
kerja atau kegiatan dari Dewan Pendidikan. Dan saat ini saya membutuhkan 
data hasil ujian tahun 2016 sebagai salah satu tolak ukur kemajuan pendidikan 
yang telah diperoleh Kab. Karanganyar. 
Bp. Tulus : oo begitu, yaya..insyaalloh bisa. Disini ada file analisis ujian 
nasional SMA dan SMP tahun 2016. Yang dibutuhkan softcopy atau hardcopy? 
Peneliti : keduanya juga boleh Bapak. Sebagai bukti dan lampiran peneliti. 
Bp. Tulus : oya ini ada analisis ujian tingkat SMA dan SMP bisa saya copykan 
Peneliti : iya terima kasih Bapak, sudah dibantu 
Bp.Tulus : Sama-sama mas. Tunggu sebentar saya copykan dulu 
Selanjutnya peneliti menunggu untuk bisa mendapatkan data hasil ujian 




DATA DIRI PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
1. Drs. Tjuk Susilo, M.P.A. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap  : Drs. Tjuk Susilo, M.P.A. 
(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 24 Januari 1943 
3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 
4. Agama   : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2 Administrasi publik UGM 
6. Pekerjaan   : Pensiunan PNS 
7. Alamat Rumah  : Perumahan Pelita No. A-8 Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : (0271) 495195, 0852 2911 8548 
 
B. Riwayat Pendidikan 














C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 
HKM Suryo Sumirat Cabang 
Karanganyar 
Ketua 1980 – 1990  
2 DPD Golkar Kab. Karanganyar Wakil Ketua 1982 – 1987  
3 DPD Golkar Kab. Karanganyar Ketua 1987 – 1992  
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4 PWRI Kab. Karanganyar Penasehat 
2001 s.d. 
sekarang 
5 IPHI Kec. Karanganyar Pembina 
2008 s.d. 
sekarang 
6 Dewan Pendidikan Kab. Karanganyar Ketua 
2003 s.d. 
sekarang 
7 DHC Angkatan 45 Kab. Karanganyar 
Dewan 
Kehormatan 
2007 – 2012 




D. Pengalaman Pekerjaan 






















































E. Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan 
No. 





1 Piagam Tanda Terima Kasih 1982 Mendagri/Ketua LPU 











Piagam Penghargaan (Pembantu 
PPD II) 1987 
Mendagri 
6 Pramuka Tergiat 1997 
Ka. Kwarnas Gerakan 
Pramuka 
7 
Satya Lencana Bidang 
Pembangunan Pertanian 
1998 Menteri Pertanian 
8 Bakti Koperasi dan PKM 2000 






2. Drs. H. Djatmiko, M.M. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap  : Drs. H. Djatmiko, M.M. 
(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 12 September 1951 
3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 
4. Agama   : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2  
6. Pekerjaan   : - 
7. Alamat Rumah  : Tegal Asri Rt. 03/VII Bejen, Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : (0271) 495017, 0812 2978 349  
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SD Jegogo Klaten  1964 
2 SMPN Gatak  1967 
3 SMAN 1 Surakarta Sosial Budaya 1970 
4 APBDN Semarang  1974 
5 
Universitas 11 Maret 
Surakarta 
 1982 





C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 Dewan Pendidikan Wakil Ketua 2009 – 2014  
2 LPM Ketua 2013 – 2018  
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3 PWRI Ketua 2013 – 2018    
4 KONI Ketua 2008 – 2016  
5 FORMI Wakil Ketua 2015 – 2020  
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 





















E. Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan 
No. 





1 Lencana Darma Bakti 2006 Kwarnas Pramuka 
2 Lencana Panca Warsa 2006 Kwarnas Pramuka 
3 Satya Lencana Karya Sastra 2007 Presiden RI 





3. Drs. Sugiarso Hadisaputro, S.Pd., SH., M.Ag., M.Kn. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap  : Drs. Sugiarso Hadisaputro, S.Pd., SH., 
M.Ag., M.Kn. 
(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 1 Juli 1955 
3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 
4. Agama   : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2  
6. Pekerjaan   : Pensiunan 
7. Alamat Rumah  : Jengglong Rt. 02/I Bejen, Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : 0813 2909 7075 
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SD   1967 
2 SMP  1970 
3 SMA Pengetahuan Alam  1973 
4 PG SLP N Surakarta Matematika 1981 
5 Sarmud IKIP Didaktik Kurikulum 1981 
6 Sarjana UMS PKTP 1986 
7 S1 UMS PMP Kn 1990 
8 S1 HUKUM Ilmu Hukum 2001 
9 S2 Filsafat Islam UMS 2000 





C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 Masyarakat Syarawa Indonesia  Bidang 2012 – 2016 
2 FKUB Wakil Sekretaris 2013 – 2018  
3 Dewan Pendidikan Kab. Karanganyar Anggota Bidang 2005 – 2015  
4 BAZNAS Karanganyar Anggota Bidang 2014 – 2019 
5 PMP Daerah Muh. Karanganyar Wakil Ketua 1990 – 2010 
6  PGRI Wakil Ketua 2005 – 2010  
7 HIPRADA Wakil Ketua 2009 – 2014 
8  DKGI PGRI Wakil Ketua 2013 – sekarang 
9 INI Anggota LB 2013 – sekarang 
10 FKUB  2013 – 2018  
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 Dinas Dikpora Kepala SMP, SMA, SMK 1992 – 2005 
2 Dinas Dikpora Kasubag Dikmen 2005 – 2008 
3 Dinas Dikpora Sekretaris 2008 – 2010 
4 Dinas Dikpora Pengawas SMK 2010 – 2015  
 
4. Khabib Alia Akhmad, SE., MM. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Khabib Alia Akhmad, SE., MM. 
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(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 9 Mei 1976 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2 Magister Management (MM) 
6. Pekerjaan  : Dosen 
7. Alamat Rumah : Wonorejo Rt. 01/17 Bejen, Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : 0815 6731 404 
9. Alamat Kantor/Lembaga  : STMIK Duta Bangsa Surakarta 
   Jl. Bhayangkara No. 50 – 53 Kota 
Surakarta 
 
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SDN VI Salatiga  1990 
2 SMPN 2 Salatiga  1993 
3 SMAN 3 Salatiga IPS 1995 
4 Universitas Muhammdiyah Surakarta Ekonomi Akuntansi 2000 
5 Universitas Kristen Satya Wacana  Magister Management 2004 





C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 




ABDSI (Asosiasi Bussiness 
Developnemt Services) Korcab 
Karanganyar 
Ketua 2013 – Sekarang 
3 
PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) 
KUMKM Kota Surakarta 
Konsultan Ahli 2014 – sekarang 
4 UPZ BAZNAS Kab. Karanganyar Sekretaris 2014 – 2019  
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 SMK Diponegoro Salatiga  Guru 2001 – 2002 
2 Fakultas Ekonomi/UNAKI Semarang Dosen 2001 – 2010 
3 D3 PR-Kehumasan Fisip/UNS Dosen Praktisi 2010 – 2013 
4 Sekolah Bisnis Ritel Indonesia (SBRI) Surakarta Insruktur 2004 – 2010 
5 Prodi Sistem Informatika/STMIK Duta Bangsa Ska. Dosen 2011 – sekarang 
6 AKPARTA Mandala Bhakti Dosen 2011 – sekarang 
7 
SMART POWER Indonesia (Perusahaan pelatihan 
SDM) Direktur 
2010 – sekarang 
8 
LPSMI (Lembaga Pengembanagn SDM Mandiri 
Indonesia) Karanganyar 
Ketua 2011 – sekarang  
 
 
5. Suhanto, B.A., SH. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Suhanto, B.A., SH. 
 (lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 4 Februari 1953 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
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4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum, S2 Hukum Tesis,  
   S2 Magister Pendidikan Tesis    
6. Pekerjaan  : Kepala Sekolah SMK Wikarya 
7. Alamat Rumah : Badran Asri, Rt. 01/10 Cangakan, 
Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : 0812 2979 179 
9. Alamat Kantor/Lembaga : Jl. Ngalian, Karanganyar 
 
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 IKIP Negeri Surakarta Bahasa dan Sastra Indonesia 1976 
2 Universitas Sebelas Maret Ilmu Hukum 2000 
3 UMS Magister Hukum Thesis 
4 UMS Magister Pendidikan Thesis 
 
C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 KNPI Ketua DPD II 1988 – 1991 
2 IPSI Ketua Umum 1990 – sekarang 
3 AMPI Ketua DPD II 1997 – 2002 
4 GOLKAR Wakil Ketua DPD 1997 – 2002 







D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 SMEA Negeri Karanganyar Guru 1977 – 1992 
2 DPRD II Karanganyar Sekretaris Komisi B 1992 – 1997 
3 DPRD II Karanganyar Wakil Ketua 1997 – 1999  
6. Tuhana, SH., M.Si. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Tuhana, SH., M.Si. 
 (lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 22 Maret 1969 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2    
6. Pekerjaan  : Dosen 
7. Alamat Rumah : Dk. Gunung Asri Rt. 05/24 Ngringo, Jaten 
8. Telepon/hand phone : (0271) 821184, 0812 2580 988 
9. Alamat Kantor/Lembaga : Pusat Perkajian Kebijakan Daerah dan 
Kelembagaan    LPPM UNS Solo 
 
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SDN 01 Tumpukan  1983 
2 SMPN 01 Karangdowo  1986 
3 SMAN 01 Cawas A3/Sosial 1989 
4 Fak. Hukum UNS Ilmu Hukum 1993 





C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 LPSDM OTDA Ketua 2010 
2 LPM Jaten Ketua 2015 
3 FKDM Jaten Ketua 2015 
4 DPR NIVA II 1945  Ketua 2013 
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 Fak. Hukum UNS Dosen 1996 – sekarang 
2 PPKDK LPPM UNS  Ketua 2015 
 
 
7. Agus Suyatno, S.Pd., MM. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Agus Suyatno. S.Pd., M.Si. 
  (lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 25 Januari 1977 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2    
6. Pekerjaan  : Dosen dan Pengelola Pendidikan 
7. Alamat Rumah : Jembangan Rt. 04/03 Kaling, Tasikmadu 
8. Telepon/hand phone : 0812 2821 0183 






B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar IPS 1995 
2 Universitas Negeri Malang Pendidikan Dunia Usaha 2000 
3 Universitas Muhammadiyah Surakarta  Manajemen 2014 
 
C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 
Himpunan Pendidik Kependidikan 
Anak Usia Dini Tasikmadu 
Bendahara 2015 
2 Ormawa Wana Buana Surakarta Pembina 2014 
3 Badan Eksekutif Mahasiswa Surakarta Pembina 2014 
4 




5 Dewan Masjid Indonesia Kaling Kabid. Pendidikan 2014 
6 Karang Taruna Sekar Asih Kaling Ketua Bidang Pendidikan 2014 
7 
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta 




Himpunan Pendidik dan Kependidikan 
Anak Usia Dini Tasikmadu 
Wakil Ketua 
2011 








11 Himpunan Lembaga Latihan Surakarta Bendahara 2007 
12 Pemuda Muhammadiyah  Anggota 1994 




D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 STMIK Duta Bangsa Surakarta Wakil Ketua III 2012 
2 Yayasan Mutiara Jaya Insani Ketua 2014 
3 Paud Mutiara Bunda  Pengelola 2011 
4 TK Mutiara Bunda Pemilik 2012 
5 TBM Mutiara Ilmu Ketua 2015 
6 Universal Training Center Trainer 2010 
7 LKP Magistra Utama Direktur Wilayah 2007 
 
E. Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan 
No. 






Juara II Lomba Pengelola 
PAUD Tingkat Kabupaten 
2014 





Juara I Lomba Pengelola PAUD 
Tingkat Kecamatan 2014 
UPT Kecamatan 
Tasikmadu 
3 Sertifikat Pengawas 2012 
LP2M Universitas 
Negeri Semarang 











8.  Drs. Sukismiyadi, MM. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap  : Drs. Sukismiyadi, MM. 
(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 29 Oktober 1952 
3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 
4. Agama   : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : Paska Sarjana 
6. Pekerjaan   : Pensiunan/Dosen Swasta 
7. Alamat Rumah  : Tegal Winangun Rt. 03/07 Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : 0857 2512 4999 
 
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SD  1965 
2 SMP  1968 
3 SMA PAS PAL 1971 
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4 ADDN Semarang Pemerintahan 1975 
5 UNS FISIPOL 1981 
6 U.I.I. Magister Management 1996 
 
C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 GOLKAR Sekretaris 2000 
2 KNPI Ketua 1994 
3 KORPRI Wakil Ketua 2008 
4 KONI Wakil Ketua 2013 
5 LPM Wakil Ketua 2015 
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 Asisten Asisten I 1995 
2 BAPPEDA Ketua 
2001 – 
2007 





9. Mulyono, S.Pd.I. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Mulyono, S.Pd.I. 
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(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 November 1985 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S1 
6. Pekerjaan  : Dosen PAI 
7. Alamat Rumah : Geneng, Rt. 05/05, Kaling, Tasikmadu, 
Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : 0858 6737 0977/0852 9095 1274 
9. Alamat Kantor/Lembaga : SDN 02 Ngijo 
   Pokoh, Tasikmadu, Karanganyar 
B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SDN 02 Kaling  1999 
2 SMPN 01 Tasikmadu  2001 
3 SMKN 02 Karanganyar Mesin Perkakas 2004 
4 STAIMUS PAI 2014 
5 Pasca Sarjana IAIN Surakarta MPI Semester 2 Akhir 
 
C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 Takmir Masjid Bendahara 2006 – 2013 
2 P-TPQ Kaling Ketua 2006 – sekarang 
3 KKG PAI Tasikmadu Sekretaris 2013 – sekarang 
4 Bakdo Tasikmadu Wakil Ketua 2015 – 2016 
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5 Forum GTT PAI SD Karanganyar Ketua 2015 – sekarang  
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 MIM Kaliwuluh GPAI 2012 – 2013 
2 SDN 03 Kaling Guru BTQ 2012 – 2014 
3 SDN 03 Wonolopo GPAI 2012 – 2014 





10.  Ir. Hartono, MM. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Ir. Hartono, MM. 
(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 8 Oktober 1948 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S2 (Magister Manjemen) 
6. Pekerjaan  : Pensiunan PNS/Dosen 
7. Alamat Rumah : Graha Pesona 2 KAV. 1 Jl. Jend. Basuki 
Rahmat,   Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : (0271) 6493855, 0819 3138 2215 
9. Alamat Kantor/Lembaga : Jl. Lawu 115 Karanganyar 
    
B. Riwayat Pendidikan 
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No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SR SETABELAN I Solo  1960 
2 SMPN 4 Solo  1963 
3 SMAN I Solo IPA 1966 
4 




Universitas Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta 
Manajemen (S2) 1995 
 
C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 Yayasan Pendidikan Karanganyar Ska. Ketua Umum 2008 – 2014 
2 




2003 – 2008  




2005 – sekarang 
4 Kwarcab Pramuka XI-13 Karanganyar 
Kepala Bumi 
Perkemahan 
2001 – 2005 
5 KNPI Kab. Karanganyar Ketua 1980 – 1985  
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 










1950 – 2000 




Direktur 1985 – 1995   
 
E. Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan 
No. 





1 Satya Lencana Karya Sastra 2001 Presiden RI 
2 
Lencana Karya Sastra Kwarnas 




11.  Drs. Ardi Widyatmoko, M.Eng. 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Drs. Ardi Widyatmoko, M.Eng. 
(lengkap dengan gelar) 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 Januari 1962 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Kristen Protestan 
5. Pendidikan Terakhir : Program Pascasarjana/S2, Teknik Mesin, 
UGM 
6. Pekerjaan  : Dosen 
7. Alamat Rumah : Jl. Pandan V, No. 11, Klemboran Rt. 
03/03, Baturan,    Colomadu, Karanganyar 
8. Telepon/hand phone : (0271) 738415, 0812 2988 500 
9. Alamat Kantor/Lembaga : Politeknik Pratama Mulia, Jl. Haryo 
Panular No. 18 a,    Surakarta    
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B. Riwayat Pendidikan 
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SD Bopkri Gondolayu Yogyakarta  1975 
2 SMP Bopkri I Yogyakarta  1978 
3 STM Negeri I Yogyakarta Mesin Produksi 1981 
4 IKIP Negeri Yogyakarta PT. Teknik Mesin 1987 
5 Program Pascasarjana-S2 UGM Teknik Mesin 2012 
 
C. Pengalaman Organisasi 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1 
Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi 
Swasta (APTISI) Komisariat II 
Surakarta Wilayah VI Jawa Tengah 
Wakil Ketua 
Bidang Kerjasama 
2014 s/d sekarang 
 
D. Pengalaman Pekerjaan 
No. Unit Kerja Jabatan  Tahun 
1 Politeknik Pratama Mulia 
Ketua Jurusan Teknik 
Mesin 
1994 – 1995 
2 Politeknik Pratama Mulia Pembantu Direktur I 
Bid. Akademik 
1995 – 1997 
3 
Politeknik Pratama Mulia Pembantu Direktur II 
Bid. Adm. dan 
Keuangan 
1999 – 2003 
4 
BPH Yayasan Sari 
Baruna Kasih 




Pengurus Yayasan Sari 
Baruna Kasih 
Bendahara 2007 – 2008 







FORUM KOMUNIKASI DEWAN PENDIDIKAN SOLO YAYA 
(Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, 
Wonogiri) 
Alamat : JI. Yosodipuro No. 46 Telp. (0271)- 740595 Surakarta 
 
Nomor • 005/FKDPSR/ll/2016 Surakarta, 16 Februari 2016 
Lampiran • 1 bendel 
Perihal • Tanggapan Pengambilalihan Wewenang Pemerintah Provinsi 
terhadap Pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten/Kota 
Kepada Yth • Bapak Menteri Pendidikan Nasional 
di — Jakarta 
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Solo 
Raya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kementerian Agama se Solo Raya pada 
Selasa, 2 Februari 2016 di Bakorwif Il Surakarta tentang seperti tersebut pada pokok 
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut . 
1. Dengan pengambilalihan wewenang Pemerintah Provinsi terhadap pendidkan 
SMA dan SMK yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2016, perlu diadakan 
pengkajian lebih mendalam. 
2. Karena dasar hukum pengambilalihan wewenang pendidikan SMA dan SMK 
sudah jelas, Dewan Pendidikan Solo Raya mendukung/setuju dengan 
rekomendasi seperti tersebut pada lampiran. 
Demikian agar menjadikan periksa dan maklum adanya. 





1. Dewan Pendidikan Kota Surakarta  













(  .M.MÆI.P..I. 
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7. Dewan Pendidikan Wonogiri 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah 
2. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 
3. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 





TANGGAPAN DEWAN PENDIDIKAN SOLO RAYA 
TENTANG PENGAMBILALIHAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI 
TERHADAP PENDIDIKAN SMA DAN SMA Dl KABUPATEN/KOTA 
ı. DASAR: 
 I. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
mevaıjudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 
untuk memberdayakan semua warga negara agar berkembang menjadi manusia 
yang berkualitas, mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. 
2. Undang-Undang Nomor 9 tahtın 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa manajemen 
pengelolaan sekolah SMA/SMK berpindah ke Pemerintah Provinsi yang akan 
dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2016. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Pârubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komiünen nasional untuk 
meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar 
kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian serta 
pengaturan kurikulum. 
11. ISSU 
I. Pembagian umsan Pemerintahan Bidang Pendidikan menurut UUNo. 9/2015. 
2. Kewenangan Provinsi: Pengelolaan Pendidikan Menengah; Pengelolaan 
Pendidikan Khusus. 
111. KELEBIHAN 
I. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK lebih 
baik/meningkat. 
2. Pendidik maupun tenaga kependidikan SMA dan SMK tidak dimanfaatkan oleh 




3. Tanggung jawab Pemerintah KabupatenKota terhadap kependidikan SMA dan 
SMK akan berkurang. 
IV. KEKURANGAN 
l . Segala umsan kependidikan akan memakan waktu dan biaya, terlebih bagi 
sekolah SMA dan SİMK di KabupatemKota yang letaknya jauh dengan Ibukota 
Provinsi. 
2. Pengawasan/pembinaan pendidikan SMA dan SMK bagi daerah yang jauh dari 
Ibukota Provinsi kurang maksimal. 
3. Jabatan struktural yang mengelola pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten/Kota 
menjadi hilang (Contoh : Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan lainnya) 
4. Untuk promosi jabatan dan mutasi pendidik maupun tenaga kependidikan 
SMA/SMK akan berada pada rentang Wilayah Provinsi. 
5. Terjadinya kesenjangan pendapatan/penghasilan pendidik dan tenaga 
kependidikan SMA/SMK yang dikelola Pemerintah Provinsi dengan 
Kabupaten/Kota. 
SIMPULAN 
l. Dengan pengambilalihan wewenang Pemerintah Provinsi terhadap pendidkan 
SMA dan SMK yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2016, perlu diadakan 
pengkajian  lebih mendalam. 
2. Karena dasar hükum pengambilalihan wewenang pendidikan SMA dan SMK 
berdasarkan UU No. 9/2015, Dewan Pendidikan Solo Raya mendukung/setuju 
dengan rekomendasi 
REKOMENDASI 
l. Perlu dibentuk Koordinator yang mengelola pendidikan SMA dan SMK di 
tingkat Kabupaten/Kota, atau koordinator setingkat Bakorwil. 
2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan hanıs banyak dilakukan sosialisasi 8 
standar pendidikan. 
3. Sesuai UU No. 9/2015 perlu adanya Pembinaan dan Pengawasan secara 
berimbang antara sekolah negeri dan swasta yang meliputi manajemen, sumber 
daya manusia dan sarana prasarana. 
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4. Dengan pengambilalihan kewenangan pendidikan SMA dan SMK ke Provinsi, 
eksistensi Dewan Pendidikan KabupatenKota terhadap SMA dan SMK tidak hilang 
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 
5. Guru negeri yang dipekerjakan di sekolah swasta agar tidak ditarik ke sekolah 
negeri, dan tetap dipekerjakan di sekolah tersebut sampai pensiun. 
6. Agar diperhatikan nasib wiyata bakti pendidik dan tenaga kependidikan, baik di 
sekolah negeri maupun swasta. 




Rekomendasi Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
Bagi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2016 
Berkaitan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
Tahun 2016, dalam hal ini Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar memberikan 
rekomendasi dalam pelaksanaannya sebagai berikut: 
l. Jadwal kegiataan PPDB agar waktunya sama dan serentak baik untuk sekolah 
negeri maupun swasta 
2. Penghargaan nilai piagam diakui sejak Siswa tercatat di satuan pendidikan di 
bawahnya (maksimal 1 piagam) 
3. Bila terjadi kekosongan kursi agar tetap dikosongkan dan tidak mengambil nilai di 
bawahnya 
4. Anak kandung pendidik mendapatkan prioritas diterima 
5. Jumlah rombongan belajar (rombel) dan kuota sekolah negeri wajib ditaati 
6. PPDB bagi sekolah model, pemerintah daerah wajib mengawasi 
7. Syarat penerimaan SD umur minimal 6 tahun, dan bagi yang berumur 7 tahun 
wajib diterima dengan menunjukkan sertifikat/tanda tamatTK/RA 




Agenda Rapat Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
Jumat, 1 April 2016 
Susunan acara 
1. Pembukaan 
2. Sambutan Ketua Depan Pendidikan (BP. Drs. H. Tjuk Susilo, M.PA) 
 Sambutan kendatangan 
 Kelengkapan atribut dewan pendidikan di kantor DP 
 Dialog interaktif di radio SWIBA FM dengan tema Persiapan Ujian Nasional, 
Persipan pelimpahan wewenangn pendidikan menengah ke provinsi dan 
Pendidikan Gratis (Narasumber dari Dinas dan DP, 
Moderator dari DP) 
3. Acara Inti (BP. Drs. H. Djatmiko, MM) 
 Evaluasi Kegiatan Penguatan FKKS 
Komite sekolah sangat memerlukan berbagai informasi yang bersumber dari 
dewan pendidikan dan perlu adanya penguatan komite sekolah 
Tjuk Susilo Kondisi FKKS perlu ada penguatan 
Tuhana Bagaimana mengoptimalkan FKKS dengan sinergisitas antara DP dan 
Dinas Pendidikan dengan program kegiatan, 
Suhanto berkaitan dengan pengembangan anggaran untuk kelengkapan 
Dewan Pendidikan  
Hartono perlu adanya revitalisasi FKKS , koordinasi dengan kepala dinas 
Kismiyadi adanya kejelasan FKKS dan hubungan antara DP dan 
FKKS sebagai tangan panjang DP 
Agus dewan pendidikan dan FKKS menjadi mitra, pedanaan dari luar dinas 




B. Dokumentasi Kegiatan 
 
Dokumentasi Rakor LPMP 
 





Dokumentasi Rakor LPMP(Penyerahan Hadiah kepada Guru berprestasi) 
 





Dokumentasi Rakor Dewan Pendidikan Se-Solo Raya 
 





Dokumentasi PPDB (saat masuk pertama sekolah) 
 




Daftar Riwayat Hidup 
A. Keterangan Pribadi 
1. Nama Lengkap : Mulyono, S.Pd.I. 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 November 1985 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Pendidikan Terakhir : S1 
6. Pekerjaan  : Swasta 
7. Alamat Rumah : Geneng, Rt. 05/05, Kaling, Tasikmadu, 
Karanganyar 
8. Telepon/ e-mail : 0858 6737 0977, yonlaskar@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan 
 
C. Riwayat Pekerjaan  
No. Nama Sekolah/PT Jurusan Tahun Lulus 
1 SDN 02 Kaling  1999 
2 SMPN 01 Tasikmadu  2001 
3 SMKN 02 Karanganyar Mesin Perkakas 2004 
4 STAIMUS PAI 2014 
5 Pasca Sarjana IAIN Surakarta MPI Ujian Tesis 
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No. Perusahaan / Instansi Bidang Tahun  
1 Dewan Pendidikan SDM 2016-2020 
2 SDN 02 Ngijo, Tasikmadu GPAI 2012- sekarang 
3 PT. Delta Dunia Textile Tektile 2006-2011 
4 PT. Astra Daihatsu Motor Otomotif 2004-2006 
 
D. Riwayat Organisasi 
No. Instansi Posisi Tahun  
1 Dewan Pendidikan Anggota Bidang SDM 2016-2020 
2 Forum GTT PAI Kab.Karanganyar Ketua Kab Karanganyar 2015-Sekarang 
2 Badko Tasikmadu, Karanganyar TPQ Kecamatan 2001-sekarang 
3 Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Pembina TPQ  2012-sekarang 
 
   Surakarta, 31 Januari 2017 
    Hormat saya 
 
 
    Mulyono, S.Pd.I 
 
 
